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ABSTRAK 
 
EKA HARDIANTI (B111 09 353). Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang 
Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 
329/Pid.B/2012/PN.Mks.), dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan 
Amir Ilyas. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara putusan No. 
329/Pid.B/2012/PN.Mks. dan untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara No. 
329/Pid.B/2012/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan memfokuskan 
penelitian di instansi yang berhubungan dengan masalah  dalam skripsi ini 
yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. 
Dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 
dari kajian kepustakaan yaitu putusan No. 329/Pid.B/2012/PN.Mks., buku-
buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan masalah yang dibahas. 
Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada, maka Penulis 
mengambil kesimpulan antara lain: a) dakwaan yang diajukan oleh 
penuntut umum kurang tepat. Penuntut umum tidak memperhatikan 
kesengajaan atau niat dari pelaku dalam merumuskan keseluruhan 
dakwaan. Pada dakwaan pertama, terdakwa seharusnya didakwakan 
Pasal 340 KUHP terhadap korban Saldi dan Edi namun tetap dalam 
bentuk gabungan dengan Pasal 339 KUHP terhadap korban Syamsul. 
Kemudian pada dakwaan kedua primair, penganiayaan yang dilakukan 
kepada korban Muh. Fadli menurut penulis merupakan percobaan 
pembunuhan berencana. Selanjutnya dakwaan ketiga primair, 
penganiayaan terhadap korban Isa dan Jaya merupakan percobaan 
pembunuhan. Tindak pidana yang dimaksud oleh penuntut umum dalam 
dalam dakwaan pertama primair, kedua primair dan dakwaan ketiga 
primair merupakan tindak pidana yang mendahului tindak pidana 
pembunuhan terhadap korban Syamsul sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 339 KUHP sehingga tindak pidana tersebut tidak perlu lagi 
dimasukkan ke dalam dakwaan tersendiri kecuali Pasal 340 KUHP. b) 
hakim dalam memeriksa perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 
183 KUHAP. Akan tetapi, hakim dalam mempertimbangkan dakwaan yang 
diajukan penuntut umum, tidak memperhatikan kesengajaan pelaku dalam 
melakukan tindak pidana. Kemudian, hakim dalam mempertimbangkan 
terdapat beberapa hal yang dapat meringankan pidana terdakwa antara 
lain sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan 
terdakwa belum pernah dihukum yang menurut penulis tidak seharusnya 
dijadikan sebagai pertimbangan. Kemudian, masih terdapat hal-hal yang 
memberatkan yakni perbuatan tersebut mengakibatkan tiga orang 
meninggal dan tiga orang mengalami luka berat sehingga menimbulkan 
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kerugian yang tidak dapat dinilai secara materi bagi keluarga korban dan 
juga kerugian secara materi segala biaya yang dikeluarkan untuk 
perawatan korban. Sehingga telah tepat hakim Pengadilan Tinggi 
menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. 
Penulis merekomendasikan yakni: a) Dalam melakukan penuntutan 
dan memutuskan perkara, penuntut dan hakim harus lebih cermat dan 
memperhatikan unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak 
pidana sehingga dapat tercapai tujuan hukum yang optimal. b) sopan di 
persidangan harusnya tidak dimasukkan ke dalam hal yang meringankan 
terdakwa karena hal tersebut dapat saja bersifat sementara waktu dan 
dilandasi kepura-puraan dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari 
hakim. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding father 
sebagai suatu negara hukum. Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan 
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang 
termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal 
ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan 
aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat dua belas prinsip pokok 
sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip 
tersebut antara lain:1 
a. Supremasi hukum (Supremacy of law) 
b. Persamaan dalam hukum (Equality before the law) 
c. Asas legalitas (due process of law) 
d. Pembatasan kekuasaan 
e. Organ-organ penunjang yang independen 
f. Peradilan bebas dan tidak memihak 
g. Peradilan Tata Usaha Negara 
h. Mahkamah Konstitusi  
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
j. Bersifat demokratis 
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara 
(Welfare Rechtstaat) 
l. Transparansi dan control sosial 
                                                          
1
 Jimly Asshiddihie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu 
Populer, Jakarta, hlm. 397. 
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Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus 
menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang 
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:2 
a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan 
(gesetzliches). 
b. Hukum itu didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu 
rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh 
hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.  
c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga 
mudah dijalankan. 
d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. 
Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (law 
enforcement). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan 
dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap 
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek 
hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase 
dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or 
conflicts resolution). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut 
kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan 
terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit 
                                                          
2
 Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 
Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, hal. 293. 
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lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat 
kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.3 
Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang 
hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem 
hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur 
hukum.4 Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik 
sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan 
hukum yang optimal. 
 Menurut Achmad Ali, profesionalisme dan kepemimpinan juga 
termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur 
kemampuan dan keterampilan secara person  dari sosok-sosok penegak 
hukum.5 Meskipun telah disusun suatu aturan hukum, tetapi aparat 
penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka 
tetap saja tujuan hukum tidak akan tercapai. Keberhasilan suatu 
penegakan hukum sangat tergantung pada  komponen sistem hukum itu 
sendiri. 
Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari 
perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:6 
a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti 
sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. 
                                                          
3
 Ibid., hlm. 22. 
4
 Ibid., hlm. 204. 
5
 Ibid., hlm. 204. 
6
 Maidin Gultom, 2009, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15. 
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Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum 
bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. 
b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap 
berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan 
hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau 
berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar 
kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang 
baik dan berguna. 
c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap 
penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum 
maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula 
apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya 
perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum. 
d. Masyarakat memerlukaan perlindungan terhadap keseimbangan 
atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang 
terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula 
apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan 
konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. 
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, 
aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang 
berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. 
Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum 
pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan 
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penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparatur penegak 
hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum 
pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.  
Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, 
tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan 
nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat 
dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai  
perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah 
dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun 
pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena 
yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kwantitas tetapi juga 
kwalitas.  
Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan 
penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui 
media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah 
Kota Makassar. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh 
berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. 
Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan 
pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak 
pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.  
Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi terkait 
adanya perasaan dendam dan sakit hati, terkadang pelaku telah 
merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya. 
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Sasaran dalam tindak pidana tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi 
juga melibatkan anak yang semestinya diberikan bimbingan dan arahan 
jika melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan. 
Khususnya mengenai pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 
340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun.” 
 
Makna dari unsur-unsur Pasal di atas tidak diterangkan secara jelas 
dalam perundang-undangan. Mengenai unsur “dengan rencana lebih 
dahulu”, sejauh ini yang menjadi perbincangan hanya terfokus pada tiga 
syarat yaitu:7 
a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada 
saat suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam 
keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. 
b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak. Dalam tenggang waktu 
itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan 
kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu yang 
cukup untuk memikirkan cara dan alat yang digunakan dalam 
pelaksanaannya. 
                                                          
7
 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 
hlm. 82-84. 
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c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu 
tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, 
rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. 
Penulis berpendapat bahwa syarat di atas tidak cukup menentukan 
suatu pembunuhan termasuk dalam klasifikasi pembunuhan berencana. 
Dalam tenggang waktu yang cukup bukan hanya cara dan strategi yang 
perlu direncanakan, tetapi yang paling utama adalah sasaran dari 
pembunuhan tersebut. Syarat berupa sasaran yang dituju (korban) 
menjadi syarat penting dan sangat menentukan sehingga suatu 
pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Sasaran 
atau seseorang yang menjadi korban pembunuhan harus sama dengan 
sasaran yang telah direncanakan pada saat memutuskan kehendak. 
Dalam hal ini, putusan kehendak harus sesuai dengan pelaksanaan 
kehendak.  
Jika dalam suatu pembunuhan berencana terdapat korban yang 
bukan sasaran yang telah direncanakan lebih dahulu maka pembunuhan 
terhadap korban tersebut tidak dapat dikatakan sebagai rangkaian dari 
pembunuhan berencana. Selain itu, jika terjadi kekeliruan mengenai orang 
yang biasa disebut dengan error in persona, misalnya A telah 
merencanakan untuk membunuh B dengan cara menembak, tetapi ia 
salah mengenalinya, ternyata yang ditembak C saudara kembar A. 
Pembunuhan yang dilakukan oleh A bukan pembunuhan berencana 
8 
 
melainkan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 
KUHP.8  
Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa ketika seseorang 
sebenarnya hanya melakukan pembunuhan biasa, ketiga syarat tersebut 
di atas telah terpenuhi, tetapi syarat  berupa sasaran yang dituju tidak 
dikaitkan dengan unsur “direncanakan lebih dahulu” maka pelaku 
didakwakan dan dipidana melakukan pembunuhan berencana. Hal ini 
sangat merugikan terdakwa yang mana pidana pada pembunuhan biasa 
lebih ringan jika dibandingkan dengan pembunuhan berencana. Selain itu, 
juga bertengtangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian hukum.  
Begitu pula jika seseorang melakukan pembunuhan yang awalnya 
telah direncanakan lebih dahulu, namun ketika melakukan pembunuhan 
secara sepintas pelaku tidak memiliki sasaran yang jelas. Seperti pada 
kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di depan MTOS, 
pelaku melakukan penikaman terhadap beberapa orang. Pada saat 
melakukan penikaman, pelaku seakan-akan tidak mempunyai sasaran 
yang telah direncanakan terlebih dahulu. Hanya saja pelaku telah 
mempersiapkan sangkur yang menandakan adanya perencanaan lebih 
dahulu. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa pembunuhan tersebut 
merupakan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. 
                                                          
8
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 189. 
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Selanjutnnya mengenai kesengajaan pelaku dalam melakukan 
penikaman yang mengakibatkan luka berat, pelaku beberapa kali 
menikam korban pada bagian tubuh yang melindungi organ vital. Hakim 
dan penuntut umum perlu memperhatikan cara terdakwa melakukan 
penikaman dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. P.A.F. 
Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa 
dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya 
suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa  menyangkal kebenaran seperti 
yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan 
terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk 
menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.9 
Selain penerapan hukum materil, faktor lain yang berpengaruh 
terhadap pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa yaitu putusan hakim. 
Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut: 
”hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.”  
 
Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan 
sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Untuk menjamin 
eksistensi peradilan maka dikenal asas kekuasaan kehakiman yang 
mandiri. Tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun  dan 
bentuk apapun. 
                                                          
9
 P.A.F. Lamintang, 2010, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 32. 
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Dalam menjatuhkkan putusan, hakim memiliki pendapat yang 
berbeda-beda baik dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan 
sosiologis.  Seringkali putusan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai tidak 
mencerminkan nilai-nilai keadilan. 
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis 
untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak 
pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat. Penulis mengangkat kasus pembunuhan dan penganiayaan 
yang pernah terjadi di  depan MTOS Jl. Perintis Kemerdekaan km 6 Kota 
Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks.) 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat dalam putusan No.329/PID.B/2012/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana dan  
penganiayaan yang mengakibat luka berat dalam putusan 
No.329/PID.B/2012/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat dalam putusan 
No.329/PID.B/2012/PN.Mks. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana dan  
penganiayaan yang mengakibat luka berat dalam putusan 
No.329/PID.B/2012/PN.Mks. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 
dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran 
terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait 
dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan 
yang mengakibatkan luka berat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi 
digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-
Undang kita telah menerjemahkan istilah strafbaar feit yang berasal dari 
KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-
undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana.  
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata , yaitu straf, baar, dan feit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.10 
Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht 
Belanda, memberikan terjemahan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana. 
Menurutnya, Srafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang 
berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggungjawab.11 Selain itu, Simons juga merumuskan strafbaar feit itu 
sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
                                                          
10
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 69. 
11
 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
224. 
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.12 
Vos memberikan defenisi bahwa strafbaar feit adalah kelakuan atau 
tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan 
pidana. 13 
Pompe terhadap istilah strafbaar feit memberikan dua macam 
definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat 
perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis 
adalah:14 
“Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum atau sebagai normovertrading 
(verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld 
heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de 
handhaving der rechts orde en de behartiging van het 
algemeen welzijn.” 
 
Definisi strafbaar feit yang bersifat perundang-undangan atau 
hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang 
menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum.15 Pompe mengatakan strafbaar feit itu 
adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung 
                                                          
12
 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. 
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185. 
13
 Zainal Abidin Farid, Op. Cit., hlm. 225. 
14
 P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hlm. 182. 
15
 Ibid., hlm. 182. 
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handeling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian atau tidak berbuat atau 
berbuat pasif).16 
Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah strafbaar feit telah 
membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam 
sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang 
harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.17 
Van Hattum berpendapat bahwa istilah strafbaar feit secara 
eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah 
melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat 
dihukum atau suatu feit terzake van hetwelk een person strafbaar is.18 
Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah 
perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.19  
Selanjutnya E.Utrecht merumuskan strafbaar feit dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-
                                                          
16
 Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm. 225. 
17
 P.A.F. Lamintang, Loc. Cit., hlm. 181 - 182 
18
 Ibid., hlm. 184.  
19
 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, 
Jakarta, hlm. 59. 
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negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu).20 
Berdasarkan uraian pendapat pakar hukum di atas, penulis 
berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan 
yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 
atau kesalahan (criminal responbility).21 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:22 
a. Ada perbuatan; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alas an pembenar; 
d. Mampu bertanggungjawab; 
e. Kesalahan; 
                                                          
20
 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 
98. 
21
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38. 
22
 Ibid., hlm. 43. 
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f. Tidak ada alasan pemaaaf. 
 
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini 
memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, 
dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena 
itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang 
memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. 
Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:23 
a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar. 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:24 
a. Mampu bertanggungjawab; 
b. Kesalahan; 
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut Penulis lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan 
terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan 
pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini 
memiliki hubungan erat, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana jika 
sebelumnya tidak ada tindak pidana.  
                                                          
23
 Amir Ilyas, loc. cit., hlm. 43 
24
 Ibid., hlm. 43 
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Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana, antara lain: 
1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu 
hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, 
yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap 
seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.  
Khusus mengenai omission yang diancam pidana, para pakar 
berbeda pendapat dalam memberi dasar atau alasan sebagai berikut: 
a. G.A. van Hamel berpendapat bahwa “tidak melakukan 
sesuatu” itu pada umumnya tidak bertentangan dengan 
hukum. Akan tetapi, perilaku semacam itu akan bersifat 
melanggar hukum apabila ada suatu kewajiban “kewajiban 
hukum yang bersifat khusus”. Kewajiban itu telah ditentukan 
oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat 
memaksa di mana kelalaian untuk memenuhi kewajiban 
hukum itu telah diancam dengan suatu hukuman ataupun 
telah diterima secara sukarela sebagai dimiliki oleh 
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seseorang karena adanya pengaruh dari suatu sanksi 
menurut undang-undang.25 
b. D. Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak 
yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana 
itu hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang 
merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban hukum 
seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh undang-
undang, karena jabatan yang disandang oleh seseorang, 
karena pekerjaan yang dilakukan seseorang, atau karena 
adanya suatu perikatan.26 
2. Ada sifat melawan hukum 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan 
sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata 
atau hukum administrasi negara. 27 
Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau 
BABINKUMNAS memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.28 
                                                          
25
 Leden Marpaung, 2009, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
31. 
26
 Ibid., hlm. 32 
27
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 52. 
28
 Ibid., hlm. 53. 
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Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman 
harus dipenuhi empat unsur, yaitu:29 
a. Harus ada yang melakukan perbuatan 
b. Perbuatan itu harus melawan hukum 
c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orng lain 
d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya 
 
Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:30 
a. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). 
Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut 
memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-
pengecualian yang telah yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-
undang. 
b. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk). 
Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan 
hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi 
hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan 
yang berlaku di masyarakat.  
3. Tidak ada alasan pembenar 
Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat 
melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh 
terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.31 Pada dasarnya 
                                                          
29
 Erdianto Effendi, Op. Cit., hlm. 117. 
30
 Amir Ilyas, loc. cit., hlm. 53. 
31
 Kamus Hukum, Citra Umbara: Bandung, 2008. hlm. 19. 
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perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal 
tertentu perbuatan  tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat 
dipidana. 
Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain: 
a. Daya paksa absolut. 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa 
barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu 
kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam  
penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat 
absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu 
yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih 
jalan lain.32   
Dalam Memorie van Toelichting (MvT), terdapat keterangan 
mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai setiap kekuatan, setiap 
dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan.33 
Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi 
dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya paksa relatif (vis 
compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, 
maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan 
perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan 
                                                          
32
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 63.  
33
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
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paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik 
dan psikis.34 
Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan 
oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun 
psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang 
sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi 
berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.35 
Pada dasarnya daya paksa absolut bukan daya paksa yang 
sesungguhnya dengan alasan bahwa orang yang tidak berdaya tersebut 
hanya merupakan korban dari perbuatan orang lain atau dijadikan sebagai 
alat untuk mewujudkan suatu perbuatan tertentu yang dilarang oleh 
undang-undang.  
Vos berpendapat jika vis absoluta dimasukkan ke dalam daya 
paksa dinilai berlebihan, karena pembuat yang dipaksa secara fisik 
sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari 
dan orang yang memaksa sebagai pembuat secara langsung. Orang yang 
dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat 
putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum.36 
Van Bemmelen mengatakan bentuk yang sebenarnya daya paksa 
itu, yang biasa disebut daya paksa relatif atau vis compulsiva. Daya paksa 
relatif ini dibagi dua lagi, yaitu daya paksa dalam arti sempit (overmacht in 
engere zin) dan daya paksa disebut keadaan darurat (noodtoestand). 
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Daya paksa dalam arti sempit adalah yang disebabkan oleh orang lain 
sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (noodtoestand) 
disebabkan oleh bukan manusia. 37 
b. Pembelaan terpaksa 
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam Pasal 
49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang 
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang 
melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu 
juga, tidak boleh dihukum.” 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan 
mengenai dua hal, yaitu syarat adanya pembelaan terpaksa dan hal-hal 
yang termasuk pembelaan terpaksa.  
Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam tiga hal, antara lain: 
a. Untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain 
terhadap serangan yang bersifat fisik. 
b. Membela kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) diri 
sendiri atau orang lain 
c. Pembelaan terhadap harta benda sendiri atau orang lain. 
Dalam hal untuk membela diri terhadap serangan fisik, hanyalah 
yang termasuk dalam lingkup perbuatan manusia dan tidak dibenarkan 
oleh binatang, misalnya dikejar anjing kemudian anjingnya dibunuh. 
Binatang bukan subjek hukum dan tidak tunduk pada hukum. Jika 
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serangan anjing itu sudah demikian kerasnya, seseorang tidak melakukan 
pembelaan terpaksa melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya 
paksa (overmacht).  
Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila 
perbuatan itu dilakukan:38 
a. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa; 
b. Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan 
berlangsungnya serangan; 
c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau 
serangan yang bersifat melawan hukum; 
d. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam; 
e. Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal 
mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu: 
kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain 
(badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan 
kebendaan. 
 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal 
ini sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga 
dianut asas subsidiaritas (subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan 
kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.39 
c. Menjalankan ketentuan undang-undang 
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: 
       “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
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Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan 
(verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu 
menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung 
dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-
undang. 40 
Hoge Raad dalam pertimbangan suatu arrestnya (28-10-1895) 
menyatakan bahwa menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas 
pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan 
tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.41 
Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-
perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 
undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad 
dalam pertimbangan suatu putusannya (26-6-1911) yang menyatakan 
bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang 
pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang 
diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.42 
Misalnya, undang-undang telah memberikan kewenangan pada 
penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 
seorang tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang 
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juga ditetapkan (surat perintah). Dalam melaksanakan kewenangan yang 
diperintahkan oleh undang-undang, penyidik dapat melakukan wujud-
wujud perbuatan tertentu seperti memukul bahkan menembak untuk 
melumpuhkan sepanjang diperlukan.  
d. Menjalankan perintah jabatan yang sah 
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.” 
 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang 
memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad 
memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan  Negara 
kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan 
perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).43 
Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan 
dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah 
antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban 
untuk menaati perintah itu.44 
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: 
a. Mampu bertanggungjawab 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 
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tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan 
hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau 
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu 
bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan.45 
Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:46 
1. Keadaan jiwanya: 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile 
dan sebagainya) dan 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah 
yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia 
dalam keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya: 
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
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Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan 
dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang, 
walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP 
adalah verstandelijke vermogens.47 
b. Kesalahan  
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak 
patut.48 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari: 
1. Kesengajaan (opzet) 
Kesengajaan harus mengenai  ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:49 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk) 
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar 
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menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan 
pelaku tercapai. 
Pembagian atau jenis kesengajaan (dolus) dihubungkan 
dengan sasaran yang dikehendaki oleh pelaku, yaitu:50 
a. Dolus determinatus adalah suatu kehendak untuk 
melakukan tindakan yang menimbulkan suatu akibat oleh 
sasaran yang telah ditentukan. 
b. Dolus indeterminatus adalah suatu kehendak untuk 
menimbulkan suatu akibat yang diderita oleh sasaran 
yang tidak ditentukan. X mengarahkan bedilnya kepada 
kelompok manusia, tanpa menggunakan alat bidik 
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ditembaknya dan menghendaki matinya salah seorang 
dari mereka. 
c. Dolus alternativus terjadi jika kehendak pelaku adalah 
matinya A atau B. 
d. Dolus Generalis terjadi jika X melemparkan bom ke 
dalam suatu ruangan. Matinya beberapa orang itulah yag 
dikehendaki X. 
e. Dolus inderectud adalah suatu akibat yang timbul 
sebenarnya bukan sebagai kehendak dan tujuan pelaku. 
f. Dolus premiditatus adalah kesengajaan yang 
direncanakan terlebih dahulu. 
2. Kealpaan (culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri. 
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu 
peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang 
timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan 
Pasal 205 KUHP; 
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b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat 
atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 
359, 360, 361 KUHP. 
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu:51 
a. Culpa lata yang disadari (alpa) 
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh.  
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP yaitu: 
1. Daya paksa relatif;  
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer 
exces); 
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3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira perintah itu sah. 
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, 
perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos 
dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat:52 
a. Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik 
memandang bahwa perintah itu datang dari yang 
berwenang; 
b. Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak 
dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan. 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan  
1. Pengertian Pembunuhan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 
2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya 
mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara 
membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. 
Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum 
dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 
338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: 
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 
tahun”. 
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Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk 
menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan 
sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya 
orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus 
ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana 
pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat 
dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat 
yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan 
demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidanab 
pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul. 
2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP 
Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa 
yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri 
dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 
KUHP. Kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan, yang 
terdiri dari: 
a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok  
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
(pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
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“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara 
paling lama 15 tahun.” 
  
Apabila rumusan Pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka 
terdiri dari: 
a. Unsur Subjektif : dengan sengaja 
b. Unsur Objektif   :  
1. Perbuatan: menghilangkan nyawa 
2. Objeknya  : nyawa orang lain 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu:53 
a. Adanya wujud perbuatan; 
b. Adanya suatu kematian (orang lain); 
c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara 
perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan 
menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus 
dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat). Apabila terdapat 
tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut 
pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah 
kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak 
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itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi 
pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan 
merupakan tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud 
perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. 
Apabila karenanya (misalnya menikam) belum menimbulkan akibat 
hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan percobaan 
pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 338 KUHP. 
Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan 
nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Walaupun dirumuskan 
dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada 
kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat 
masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud 
membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh 
bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan 
mati.54 
Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika, 
melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, asalkan akibat itu 
benar-benar disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan. Dalam doktrin 
timbul beberapa pendapat mengenai hal ini. Ajaran Van Buri yang dikenal 
dengan non teori conditio sine qua, yang pada pokoknya menyatakan 
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bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya 
dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat.55 Di dalam teori adaequate 
causaliteitsleer orang berpendapat bahwa hanyalah tindakan-tindakan 
yang secara adekuat atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-
tindakan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan suatu akibat.56  
Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan 
sengaja” (opzetilijk), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus 
ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun 
akibatnya. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya 
kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah 
menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa  
menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, 
maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim 
dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa 
terbukti atau tidak.57 
b. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan  
Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang 
dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut: 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu 
tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau 
untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya 
dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara 
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melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.” 
 
Apabila rumusan tersebut diuraikan, maka terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338. 
b. Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. 
c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: 
1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain. 
2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. 
3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan: 
- Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya 
dari pidana. 
- Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh 
secara melawan hukum. 
Walaupun ada dua kejahatan yang terjadi sekaligus, tetapi disini 
tidak ada perbarengan (concursus realis) karena dua atau lebih tindak 
pidana dalam perbarengan perbuatan, antara satu dengan yang lainnya 
masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam Pasal 339 KUHP, antara 
pembunuhan dengan tindak pidana lain ada hubungan yang erat (bersifat 
subjektif). 
Adanya hubungan pembunuhan dengan tindak pidan lain, dapat 
dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut: 
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a. Unsur diikuti dan maksud mempersiapkan 
Apabila pembunuhan itu diikuti oleh tindak pidana lain, yang artinya 
pembunuhan itu dilakukan lebih dahulu baru kemudian tindak pidana lain, 
maka maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk 
mempersiapkan tindak pidana lain. 
b. Unsur disertai dan maksud mempermudah 
Apabila pembunuhan itu disertai oleh tindak pidana lain, artinya 
bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain 
terjadi secara berbarengan, maka maksud melakukan pembunuha itu 
ditujukan pada hal mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak 
pidana lain. 
c. Unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya 
Jika tindak pidana lain itu dilakukan lebih dulu daripada 
pembunuhan, maka maksud melakukan pembunuhan itu adalah dalam 
hal tertangkap tangan ditujukan: 
1. Untuk menghindari dirinya sendiri maupun peserta lainnya 
dari pidana. 
2. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya 
dari tindak pidana lain. 
Adapun yang dimaksud dengan melepaskan diri dari pidana adalah 
bahwa maksud petindak membunuh ditujukan agar ia maupun peserta 
lainnya tidak dapat ditangkap, diadili dan dijatuhi pidana karena 
melakukan tindak pidana lain. Timbulnya maksud yang demikian, yaitu: 
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a. Sebelum atau setidak-tidaknya pada saat mewujudkan 
perbuatan menghilangkan nyawa. 
b. Pada saat berada dalam hal tertangkap tangan 
c. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun.” 
 
Rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur: 
a. Unsur Subjektif: 
1. Dengan sengaja 
2. Dengan rencana terlebih dahulu 
b. Unsur objektif: 
1. Perbuatan: menghilangkan nyawa 
2. Objeknya  : nyawa orang lain 
Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh 
unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur yakni “dengan 
rencana terlebih dahulu”, maka pembunuhan berencana dapat dianggap 
sebagai pembunuhan berdiri sendiri dan lain dengan pembunuhan biasa 
dalam bentuk pokok. 
Unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut 
pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah 
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diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Mengenai unsur dengan 
rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu:58 
a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 
b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak. 
c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana 
(batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak 
tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi 
yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk 
membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya, telah dikaji 
untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat 
dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan 
kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. 
Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau 
kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang 
cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, 
melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. 
Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak 
mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang 
digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak 
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menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan 
kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. 
Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan 
pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. 
Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut: 
a. Pada waktu itu pelaku masih sempat untuk menarik 
kehendaknya untuk membunuh. 
b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk 
memikirkan, misalnya cara dan alat yang digunakan dalam 
pelaksanaannya, cara untuk menghilangkan jejak, untuk 
menghindari diri dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk 
memikirkan rekayasa. 
Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan 
dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati 
saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-
gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. 
Contohnya, A merasa sakit hati terhadap B dan berencana 
membunuhnya dengan memberikan makanan yang telah dimasukkan 
racun. Makanan tersebut akan diberikan di rumahnya pada malam hari. 
Pada saat pulang kerja, A bertemu dengan B dan B pun mengeluarkan 
kata-kata yang membuat A merasa sangat marah. Seketika A langsung 
menikam  B sehingga  B meninggal. 
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Pada contoh di atas, walaupun ada tenggang waktu yang cukup 
sejak diputuskannya kehendak untuk membunuh sampai peristiwa 
meninggalnya B, bahkan sudah direncanakan cara pelaksanaannya, 
tetapi pembunuhan yang dilakukan A bukan pembunuhan berencana 
melainkan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 
KUHP. Syarat yang disebutkan pada butir a dan b tersebut tidak ada 
hubungannya dengan pelaksanaan pembunuhan. Putusan kehendak yang 
dilaksanakan pada pembunuhan ini, bukan lagi putusan kehendak yang 
pertama.  
Pasal 340 KUHP di dalamnya juga terdapat unsur kesengajaan. 
Menurut Hermin yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih 
dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi cara membentuk 
kesengajaan.59 Lebih lanjut, Adami Chazawi mengatakan bahwa melihat 
pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak 
bahwa kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur 
dengan rencana terlebih dahulu.60 
d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya 
Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya 
pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan terdiri dari dua macam, yaitu: 
1. Pembunuhan Biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau 
tidak lama setelah dilahirkan 
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Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana dimuat 
dalam pasal dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut: 
”Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan 
bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, 
dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana 
karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara 
paling lama 7 tahun.” 
 
Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur: 
a. Unsur subjektif : dengan sengaja 
b. Unsur objektif : - Seorang ibu 
- Menghilangkan nyawa 
- Nyawa banyinya 
- Pada saat atau tidak lama setelah 
dilahirkan 
- Takut diketahui melahirkan 
2. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu 
Pembunuhan bayi berencana sebagaimana yang dirumuskan 
dalam Pasal 342 KUHP sebagai berikut: 
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan 
kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan 
bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan 
atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan 
nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya 
sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 
9 tahun.” 
 
Rumusan pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur: 
a. Unsur subjektif : dengan sengaja 
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b. Unsur objektif : - Seorang ibu 
- kAdanya putusan kehendak yang telah 
diambil sebelumnya 
- Menghilangkan nyawa 
- Nyawa bayinya sendiri 
- Pada saat atau tidak lama setelah 
dilahirkan 
- Takut diketahui melahirkan 
e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban 
Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan 
kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun.” 
 
Kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas, terdiri dari unsur 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan : menghilangkan nyawa 
2. Objek   : nyawa orang lain 
3. Atas permintaan orang itu sendiri 
4. Dinyatakan dengan sungguh-sungguh. 
f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri 
Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP 
sebagai berikut: 
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“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh 
diri, menolongnya dalam perbutan itu atau memberi sarana 
kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 tahun jika orang itu jadi bunuh diri.” 
 
Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Unsur subjektif : dengan sengaja 
2. Unsur objektif : - Mendorong, menolong, memberi 
       sarana 
- Orang lain bunuh diri 
- Orang tersebut jadi bunuh diri 
g. Pengguguran Kandungan 
Kejahatan mengenai pengguguran kandungan dibedakan atas: 
1. Pengguguran kandungan olehnya sendiri 
Pengguguran kandungan oleh perempuan yang mengandung itu 
sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP sebagai berikut: 
“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk 
itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” 
 
Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah: 
a. Unsur subjektif : dengan sengaja 
b. Unsur objektif : - seorang wanita 
- Menggugurkan, mematikan 
- Menyuruh orang lain mengugurkan 
- Kandungannya sendiri. 
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2. Pengguguran kandungan tanpa persetujuan orang yang mengandung 
Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang perempuan tanpa 
persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan 
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
tahun. 
 
3. Pengguguran kandungan atas persetujuan orang yang mengandung 
Pengguran ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau 
mematikan kandungan seorang perempuan dengan 
persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan 
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
tahun. 
 
4. Pengguguran kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat 
Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat 
pada subjek hukum dari kejahatan sebagaimana yang cantumkan dalam 
Pasal 349 KUHP sebagai berikut: 
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun 
melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan 
yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana 
yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga 
dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian 
dalam mana kejahatan itu dilakukan.” 
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C. Tindak Pidana Penganiayaan Berat 
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana disebut sebagai penganiayaan. Defenisi mengenai 
penganiayaan dapat kita temukan pada yurisprudensi Arrest Hoge Raad 
tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah 
dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan 
sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai sesuatu maksud 
yang diperbolehkan. 
Menurut Adami Chazawi, penganiayaan adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 
pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata tujuan si 
petindak.61 
 Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk 
menimbulkan luka berat  sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 90 
KUHP. 
Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP sebagai 
berikut: 
(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 
penjara paling lama 8 tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang 
bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
tahun. 
 
Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kesalahanya: kesengajaan 
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b. Perbuatan: melukai berat 
c. Objeknya: tubuh orang lain 
d. Akibat: luka berat 
Perbuatan melukai berat harus dilakukan dengan sengaja. 
Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam 
ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian atau 
kesatuan daru unsur perbuatan melukai berat. Perbuatan melukai berat 
adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna 
memerlukan adanya akibat, sehingga tanpa timbulnya akibat luka berat 
tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melukai berat. 
luka berat sebagaimana dimuat dalam Pasal 90 KUHP yaitu: 
“yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau 
luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan 
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, 
terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, 
lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, 
menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.” 
 
Luka berat atau parah menurut Soesilo adalah:62 
a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. 
b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja tidak cakap 
melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. 
c. Tidak lagi memakai salah satu panca inderanya. 
d. cacat 
e. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya. 
f. Tidak dapat berpikir dengan normal. 
g. Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan. 
 
Penganiayaan berat terdiri dari dua bentuk, yaitu: 
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a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1); 
b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2). 
Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, 
yang diinginkan hanya pada luka beratnya. Oleh  sebab itu, kematian ini 
bukanlah sebagai unsur atau syarat untuk terjadinya penganiayaan yang 
berat, tetapi hanya sebagai faktor memperat pidana pada penganiayaan 
berat.  
Pada penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang 
terjadi barulah percobaannya, yakni , yakni percobaan penganiayaan 
berat (Pasal 354 jo 53 KUHP). Akan tetapi, penganiayaan biasa dan 
penganiayaan berencana sudah terjadi secara sempurna tanpa harus 
timbulnya akibat luka berat. Luka berat pada penganiayaan biasa dan 
penganiayaan berencana hanya berupa unsur memperberat pidana, 
sedangkan luka berat pada penganiayaan berat  adalah berupa unsur 
mutlak dari penganiayaan berat, yang apabila luka berat tidak timbul maka 
penganiayaan berat tidak terjadi. 
D. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
1. Pengertian anak 
Terdapat beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian 
anak, yaitu:63 
a. Suguri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses 
pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak 
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dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan 
pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah 
sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk 
wanita dan 20 tahun bagi laki-laki. 
b. Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-
anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa 
usia 9 tahun antara 13 tahun sampai  21 tahun sebagai masa 
remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan 
dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang 
cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik 
bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan 
pula orang dewasa. 
Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai batas umur dewasa bagi anak adalah:64 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa : 
Anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum 
berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan mengenai Pasal 45, 
Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dinyatakan tidak 
berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang nomor 3 
tahun 1997 tentang perlindungan anak. 
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b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara 
eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun 
dalam Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim 
untuk melarang anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun 
untuk menghadiri sidang. 
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. 
Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undangmenyatakan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi 
pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak 
adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti yang tercakup 
dalam puusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 
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tanggal 1 juni 1955. Sedangkan menurut putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan 
bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi 
bahwa batasan usia minimal pertanggung jawaban hukum bagi 
anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan UUD 1945. 
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
Anak sebagai korban tindak pidana, diatur secara eksplisit dalam 
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi 
Hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam 
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah: 
a. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan 
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; 
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan 
perlakuan salah lainnya (Pasal 13); 
52 
 
b. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 
kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan 
dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang 
mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam 
peperangan (Pasal 15); 
c. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 
(Pasal 16); 
d. Setiap anak yang menjadi korban atau  pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya 
(Pasal 18). 
Khusus mengenai perlindungan anak sebagai korban 
penganiayaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 80 Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan 
atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap 
anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(3) Dalam ha anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dam/atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
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E. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus atau Samenlop) 
1. Pengertian perbarengan tindak pidana 
Perbarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau concursus. 
Ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah gabungan. Pada 
dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau 
lebih tindak pidana dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana 
yang pertama  belum dijatuhi pidana. Antara tindak pidana yang awal 
dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan 
hakim.  
Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang 
dilakukan oleh satu orang. Hanya saja pada pengulangan tindak pidana 
yang dilakukan pertama telah di putus oleh hakim dengan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. Telah dijalaninya pidana baik sebagian atau 
seluruhnya. 
Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 
dapat dinyatakan adanya perbarengan adalah: 
a. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan sebagaimana 
dirumuskan dalam perundang-undangan. 
b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang 
(atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan). 
c. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili. 
d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili 
sekaligus. 
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Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan 
oleh satu orang, Utrecht mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang 
terjadi, yaitu:65 
a. Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya 
dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena 
tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu. 
Misalnya, dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah 
dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara 
maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara 
dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, 
Pasal 65 KUHP) 
b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan 
mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang 
telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan.  
c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah 
dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu 
belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak 
terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap 
tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan 
pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada 
beberapa tindak pidana tersebut. 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Op. 
Cit., hlm. 46. 
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2. Macam-macam Perbarengan (Concursus) 
Ilmu hukum pidana mengenal tiga bentuk concursus, yaitu: 
a. Concursus Idealis (eendaaadsche samenloop) 
Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu 
perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar beberapa 
ketentuan hukum pidana. Artinya, dengan tindakan yang sama telah telah 
juga terjadi tindak pidana lain. 
Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu 
ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah 
satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang 
dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang 
paling berat. 
(2) Jika suatu perbuatanmasuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang 
khusus, maka hanya yang itulah yang diterapkan.  
 
Diantara para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat mengenai 
makna satu tindakan atau perbuatan. Sebelum tahun 1932, HR 
berpendirian bahwa yang dimaksud dengan satu tindakan dalam Pasal 63 
ayat 1 adalah tindakan nyata atau material. Hal ini dapat diketahui dari 
arrest Hoge Raad (11 April 1927 W. 11673) yaitu seorang sopir telah 
dicabut surat izin mengemudinya dan dalam keadaan mabuk 
mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja.66 
Pendapat Hoge Raad kemudian berubah yang dapat dilihat dalam 
Arreest Hoge Raad (15 Februari 1932, W. 12491) yaitu seorang sopir 
yang mabuk mengendarai sebuah mobil tanpa lampu pada waktu malam 
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 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 393. 
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hari dipandang sebagai dua tindakan dan melanggar dua ketentuan 
pidana. Di dalam kenyataan yang pertama adalah keadaan terdakwa, 
sedangkan kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataan 
tersebut dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dengan sifat yang 
berbeda-beda. kenyataan yang satu bukan merupakan syarat bagi 
timbulnya kenyataan yang lain. Di sini terdapat corcursus realis.67 
Sehubungan dengan pendapat Hoge Raad yang baru tersebut,  
Pompe berpendapat sebagai berikut: 
“apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu 
tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan 
beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari 
satu tujuan atau cakupan. Contohnya: seseorang dalam 
keadaan mabuk memukul seorang polisi yang sedang 
bertugas. Cakupan tindakan tersebut adalah mengganggu 
lalu lintas, melakukan perlawanan kepada pejabat yang 
bertugas, dan penganiayaan.”68 
 
Selanjutnya, Van Benmelen juga memiliki pendapat yaitu:  
“satu tindakan dipandang sebagai  berbagai tindakan 
apabila tindakan itu melanggar beberapa kepentingan 
hukum, walaupun tindakan itu dilakukan pada satu tempat 
dan saat.”69 
 
SR. Sianturi menyebut Pasal 63 KUHP dengan istilah perbarengan 
tindakan tunggal. Maksud dari concursus idealis adalah adanya 
perbarengan hanya ada dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan 
hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa Pasal 
perundang-undangan hukum pidana. Contohnya adalah suatu 
pemerkosaan di muka umum, selain melanggar Pasal 285 KUHP 
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 Leden Marpaung, 2009, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 33-34. 
68
  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 394.  
69
 Ibid., hlm. 395. 
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sekaligus juga merupakan pelanggaran Pasal 281KUHP tentang 
kesusilaan.70 
Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulkan 
bahwa satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya 
sesuai dengan makna concursus idealis sebagaimana diatur dalam  Pasal 
63 KUHP. Satu tindakan tetap harus dipandang sebagai beberapa 
perbuatan jika tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau 
cakupan. Meskipun tindakan tersebut timbul pada waktu yang bersamaan 
bukan berarti sesuatu yang bersifat menentukan. Tindakan yang memiliki 
sifat yang berbeda-beda dan tidak menjadi syarat bagi timbulnya tindakan 
lain dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Tindakan ini sesuai 
dengan makna yang terkandung dalam concursus realis.  
satu tindakan yang  melanggar beberapa ketentuan pidana tetap 
dipandang sebagai satu perbuatan apabila perbuatan tersebut timbul pada 
waktu yang bersamaan, memiliki keterkaitan dengan kenyataan yang lain 
dan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan lain.  
Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHPmenentukan bahwa jika ada 
aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Hal ini dapat dilihat  dalam 
Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan Pasal 356 KUHP yang 
juga tentang penganiayaan tetapi dengan ketentuan lebih khusus, 
misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada 
istrinya. 
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 Erdianto Effendi, Op. Cit., hlm. 184. 
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b. Concursus Realis (meerdaadsche samenloop) 
Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus 
merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 
71 KUHP.  
Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan 
hanya satu pidana. 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, 
tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
 
Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan  yang 
masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan 
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu. 
 
Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumr 
hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi 
kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman 
putusan hakim. 
 
Pasal 68 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
(1) Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang 
pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut: 
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1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan 
satu yang lamanya paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok yang 
dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda 
saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit 
dua tahun dan paling lama lima tahun. 
2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan 
dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 
3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, 
begitu pula halnya dengan pidana kurungan 
pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, 
dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 
(2) Pidana kurungan pengganti jumlahnya tidk boleh 
melebihi delapan bulan. 
 
Pasal 69 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis 
ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. 
(2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka 
dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang 
dipakai. 
(3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang 
sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-
masing. 
(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang 
sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan 
menurut maksimalnya masing-masing. 
 
Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
(1) Jika perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam 
Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dngan 
kejahatan, maupunn pelanggaran dengan pelanggaran, 
maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana 
sendiri-sendiri tanpa dikurangi.  
(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana 
kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak 
satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya 
pidana kurungan pengganti paling banyak delapan 
bulan. 
 
Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66, maka dapat 
disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan 
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perbuatan satu sama lain harus dipandang terpisah dan berdiri sendiri. 
Inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Dapat 
dilihat dalam Arrest tanggal 13 maret 1933, W. 12592. Hoge Raad 
berpendapat sebagai berikut: 
“Di dalam satu kecelakaan, seorang pengemudi mobil telah 
menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda 
motor dan telah menyebabkan seorang lainnya mengalami 
luka berat. Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu 
pelanggaran, melainkan  dua akibat yang terlarang oleh 
undang-undang. Ini merupakan dua perbuatan ….”71 
 
c. Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling) 
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu 
terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian 
perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. 
Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka 
hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok 
yang paling berat. 
(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika 
orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau 
perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang 
dipalsu atau dirusak itu. 
(3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-
kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 
407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai 
kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga 
ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan 
pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406. 
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Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-
perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:72 
1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu 
kehendak. 
2. Delik yang terjadi itu sejenis. 
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau 
lama. 
 
Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur 
secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian, jarak antara 
perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang 
masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si 
pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang 
diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar 
semula. 
3. Sistem Pemidanaan untuk Perbarengan 
Ada empat stelsel pokok pemidanaan untuk perbarengan, yaitu:73 
a. Stelsel komulasi murni atau penjumlahan murni 
Menurut stelsel ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan atau 
dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi, seorang 
melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya 
maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi 
maksimum ancaman adalah 12 bulan. 
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 Erdianto Effendi, Op. Cit., hlm. 185. 
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b. Stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni 
Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang 
terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana 
lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. 
Penggunaan stelsel ini sudah dielakkan apabila salah sati tindak pidana 
diantaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, 
pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun. 
c. Stelsel komulasi terbatas 
Menurut stelsel ini, setiap tindak pidana dikenakan masing-masing 
ancaman ang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu 
penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan yang 
teringgi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan 
maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan 
sepertiga dari dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk 
kedua tindak pidana terebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun = 8 
tahun. 
d. Stelsel Penyerapan Dipertajam. 
Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman 
pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang 
memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. 
Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan 
stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat 
ditambah sepertiganya. 
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F.  Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. 
Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa: 
 ”Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.” 
 
Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis 
adalah pertimbagngan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis 
yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang 
bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan 
pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdawa.” 
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Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persingan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga 
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan 
posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan 
pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya  
terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), karena 
jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.74 Hal-hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan 
dan pembantuan kejahatan.75 
 
 
                                                          
74
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kausalitas, Op. Cit., hlm. 73. 
75
 Ibid., hlm. 97. 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali 
nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus 
terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan 
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.  
 Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk disimak sinyalemen yang 
dikemukakan oleh Achmad Ali (1999:200) bahwa dilakalangan praktisi 
hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata 
peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh 
dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas 
peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam 
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian 
moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).  
 Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa, seandainya terjadi 
dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh 
masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan 
hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat 
dikorbankan. 
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HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu 
perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia 
harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh 
masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal 
dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
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c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu 
(yang memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang 
telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.  
g. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu 
menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran 
pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada 
waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di  
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks. yang merupakan objek 
sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.  
B. Jenis dan Sumber Data 
 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait 
dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari 
instansi lokasi penelitian, literature, serta peraturan-peraturan 
yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. 
 
 
 
 
69 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian 
ini. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan 
secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang mengakibat luka 
berat (Studi Kasus Putusan No. 329/PID.B/2012/PN.Mks) 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Petrus Lewek alias Gulo pada hari Rabu tanggal 14 
September 2011 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya waktu 
lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di depan Makassar 
Town Square (MTOS) atau Kafe Bambu Kuning Jalan Perintis 
Kemerdekaan KM. 6 Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain 
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
berwenang untuk mengadili, Perbarengan beberapa perbuatan yang 
berdiri sendiri dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain yakni korban Saldi, Edi, dan Syamsul Alam serta 
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap 
korban Isa, Muh. Fadli alias Aldi dan Jaya yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
Kejadian ini berawal ketika motor yang digunakan oleh terdakwa 
diparkir di depan Makassar Town Square (MTOS) tepatnya di depan Kafe 
Bambu Kuning dirusak tali gasnya oleh orang lain yang mana terdakwa 
tidak mengetahui pelaku sebenarnya. Saat mengembalikan motor tersebut 
kepada Vincent, istri Vincent marah kepada terdakwa dan mengatakan 
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“kenapa motor itu bisa rusak”. Sejak saat itu terdakwa Petrus Lewek alias 
Gulo merasa sangat kesal kepada orang yang merusak motornya. Sekitar 
bulan Agustus 2011 terdakwa kemudian menukar pisau dapur dengan 
sangkur yang dimiliki oleh keluarga Vincent. Sangkur tersebut kemudian 
disimpan oleh terdakwa di bawah sadel motor yang ia gunakan sebagai 
persiapan. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 
10.00 WITA, sebelum berangkat kerja terdakwa terlebih dahulu minum 
minuman keras yang dicampur yakni Ballo 1 (satu) botol dicampur dengan 
cap Tikus setengah botol di rumah Vincent (tempat terdakwa tinggal) di 
Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar. Pada saat itu tujuan terdakwa 
minum minuman keras untuk menambah keberanian dan mencari siapa 
yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang digunakan 
oleh terdakwa. Sekitar jam 13.00 WITA, terdakwa bersama Mery tiba di 
tempat kejadian, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya. 
Selanjutnya terdakwa akan melaksanakan yang telah ia rencanakan 
dengan mengeluarkan sangkur yang  disimpan sebelumnya dan berjalan 
ke arah sdr. Muh. Iqbal dan mengarahkan sangkurnya namun Muh. Iqbal 
dapat menghindar dengan cara berlari meninggalkan terdakwa. 
Selanjutnya terdakwa berlari menuju Saldi dan menusukkan sangkur satu 
kali ke perut korban yang mengakibatkan korban Saldi tersungkur di jalan 
kemudian terdakwa menuju korban Edi lalu menusuk mengenai punggung 
kanan dan pinggang bagian kiri yang mengakibatkan korban meninggal. 
Saksi Isa yang kebetulan berada di tempat tersebut berlari ke arah korban 
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Edi, saat berada di tempat tersebut saksi Isa berusaha menolong dengan 
cara merangkul korban Edi tetapi dari arah belakang terdakwa menikam 
saksi pada bagian pinggul belakang, bahu dan perut saksi. Setelah para 
korban tidak berdaya, terdakwa menuju ke arah saksi Muh. Fadli Alias 
Aldi, terdakwa lagi-lagi mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Muh. 
Fadli alias Aldi yang mengenai tangan kiri saksi serta mengarahkan ke 
arah leher tetapi saksi dapat menghindar sehingga hanya mengenai dagu 
saksi, saksi lalu lari meninggalkan terdakwa menuju rumah saksi. Warga 
yang melihat perbuatan tersebut berusaha mengejar terdakwa. Kemudian 
terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah jembatan 
Tello Baru dan melompat naik ke dalam mobil angkutan yang dikendarai 
oleh korban Jaya, terdakwa lalu menyuruh kepada korban Jaya untuk 
menerobos lampu lalu lintas. Akan tetapi karena kondisi jalan yang lagi 
macet sehingga korban tidak mengikuti perintah terdakwa, karena tidak 
diikuti perintahnya, terdakwa menikam korban pada bagian dada. Korban 
Syamsul yang duduk di samping kiri jaya berupa melerai terdakwa dengan 
sopir juga ditikam pada bagian dadanya. Setelah menikam korban 
Syamsul terdakwa kembali menikam korban Jaya pada bagian punggung 
kiri. Antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi saling tarik-
menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat dikuasai oleh 
terdakwa. Terdakwa lalu melompat dari dalam angkot dan berlari ke arah 
lampu lalu lintas. Pada saat berada di dekat lampu lalu lintas tersebut, 
terdakwa melompat naik ke mobil Pick Up yang melintas. Kondisi jalan 
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pada saat itu sedang macet sehingga laju mobil tersebut melambat. Saksi 
Karly dan Firman yang sedang mengatur lalu lintas memperoleh informasi 
dari sopir angkutan umum (korban Jaya) bahwa seseorang telah 
melakukan penikaman di depan Makassar Town Square (MTOS) dan 
pelakunya sedang berada di atas mobil Pick Up dengan menggunakan 
baju merah. Kemudian dari arah jembatan saksi Karly dan Firman melihat 
terdakwa sedang berada di atas mobil Pick Up yang melaju ke arah saksi 
sambil menggenggam sangkur dalam keadaan terhunus. Saksi Karly lalu 
mendekati terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa menyerang saksi Karly 
dengan cara mengayunkan sangkurnya dan disaat yang bersamaan sopir 
mobil Pick Up tersebut menginjak gas mobilnya  yang mengakibatkan 
terdakwa jatuh dari atas mobil tersebut. Setelah bangkit akibat terjatuh 
dari mobil, terdakwa kembali mengejar saksi Karly. Kemudian saksi 
Firman mendekat dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “jangan 
lawan itu”. Disaat yang bersamaan sudah banyak masyarakat yang 
datang untuk membantu menangkap terdakwa dengan membawa bambu 
atau kayu. Setelah ditangkap, terdakwa lalu dibawa ke pos lalu lintas dan 
sangkurnya diamankan oleh saksi Firman 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat yang dilakukan oleh terdakwa Petrus Lewek alias Gulo pada 
pokokya sebagai berikut: 
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a. DAKWAAN PERTAMA: 
PRIMAIR : 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada hari Rabu tanggal 14 
September 2011 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya waktu 
lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di depan Makassar 
Town Square (MTOS) atau kafe bambu kuning Jalan Perintis 
Kemerdekaan KM. 6 Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain 
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
berwenang untuk mengadili, Perbarengan beberapa perbuatan yang 
berdiri sendiri dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain yakni korban Saldi, Edi, dan Syamsul Alam yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo sekitar bulan Agustus 
2011 menyimpan sangkur di bawah sadel sepeda motornya karena 
merasa kesal dan jengkel akibat motor Honda Revo warna hitam biru 
dengan No. Polisi DD 6141 FT yang ia parkir di depan kafe bambu kuning 
sering dirusak tali gasnya. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 
setelah menurunkan Mery di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe 
Bambu Kuning, terdakwa lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan 
mengambil sangkur yang telah disiapkan sebelumnya, terdakwa lalu 
berjalan menuju ke arah saksi Muhammad Iqbal dan mengarahkan 
sangkur tersebut. Karena saksi menghindar dengan cara lari 
meninggalkan terdakwa, terdakwa kemudian berlari ke arah korban Saldi 
yang sementara duduk dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah perut 
korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur 
di jalan selanjutnya terdakwa bergerak kearah korban Edi yang tidak jauh 
dari korban Saldi, terdakwa kembali mengarahkan sangkurnya ke arah 
korban Edi yang mengenai punggung kanan dan pinggang bagian kiri. 
Saksi Isa yang melihat penikaman tersebut berlari ke arah korban Edi, 
saat berada di tempat tersebut saksi Isa berusaha menolong dengan cara 
merangkul korban Edi tetapi dari arah belakang terdakwa menikam saksi 
pada bagian pinggul belakang, bahu dan perut saksi. Setelah para korban 
tidak berdaya, terdakwa menuju ke arah saksi Muh. Fadli Alias Aldi, 
terdakwa lagi-lagi mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Muh. Fadli 
alias Aldi yang mengenai tangan kiri saksi serta mengarahkan ke arah 
leher tetapi saksi dapat menghindar sehingga hanya mengenai dagu 
saksi, saksi lalu lari meninggalkan terdakwa menuju rumah saksi. Warga 
yang melihat perbuatan tersebut berusaha mengejar terdakwa, terdakwa 
berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah jembatan Tello Baru 
dan melompat naik ke dalam mobil angkutan yang dikendarai oleh korban 
Jaya, terdakwa lalu menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos 
lampu merah tetapi karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban 
tidak mengikuti perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, 
terdakwa menikam korban pada bagian dada, korban Syamsul yang 
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duduk di samping kiri jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian 
dadanya. Setelah menikam korban Syamsul terdakwa kembali menikam 
korban Jaya pada bagian punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya 
kemudian terjadi saling tarik-menarik sangkur yang mana sangkur tersebut 
dapat dikuasai oleh terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot 
dan berlari ke arah lampu merah. 
Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. Ver/15/IX/2011/RSWS 
tanggal 15 September 2011 terhadap korban Saldi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase SH, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP 
Dr. Wahididn Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan: 
Pada Dada : Pada daerah dada kanan sebelah atas terdapat satu luka 
terbuka berbentuk celah ukuran 4 cm x 2 cm. Ujung luka 
pertama berbentuk tajam dengan jarak dari garis tengah 
tubuh 2 cm dan jarak dari garis yang menghubungkan 
kedua tulang selangka 5 cm. Ujung luka kedua berbentuk 
tumpul dengan jarak dari garis tengah tubuh 6 cm dan jarak 
dari garis yang menghubungkan kedua tulang selangka 5 
cm. Dasar luka sulit dinilai karena menembus rongga dada, 
tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan bawah kulit, 
lemak, dan otot sekitar luka terdapat bercak darah yang 
telah mengering. 
Pada Perut   : Terdapat darah yang mengering. 
Punggung  :Terdapat bercak darah yang mengering terutama pada 
daerah punggung bawah sebelah kiri. 
Lengan atas kanan dan kiri : Terdapat bercak darah yang telah 
mengering. 
Lengan bawah kanan dan kiri: Terdapat bercak darah yang telah 
mengering 
Dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban 
laki-laki ini ditemukan satu luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan 
yang sesuai dengan perlukaan akibat trauma tajam. Penyebab pasti 
kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan 
luar. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/16/IX/2011/RSWS 
tanggal 15 September 2012 terhadap korban Edi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP 
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan:  
Pada hidung dan telinga :  Terdapat bercak darah membentuk garis 
mendatar berwarna merah dari kedua 
lubang hidung sampai kepala bagian 
belakang, sekitar ujung bawah hidung 
terdapat bercak darah yang bercampur 
pasir. 
Mulut  : Terdapat bercak darah membentuk garis 
mendatar berwarna merah dari sudut mulut 
sampai kepala bagian belakang. Sekitar 
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mulut bagian atas terdapat bercak darah 
yang bercampur dengan pasir berwarna 
merah gelap. 
Punggung  : Pada punggung kanan terdapat 1 luka 
terbuka berbentuk celah dengan arah 
melintang berukuran 2 x 0.5 cm dalam luka 
tidak dapat ditentukan. Ujung pertama luka 
berbentuk tumpul berjarak 5,5 cm dari 
garis tengah tubuh dan 11 cm dari garis 
yang menghubungkan kedua ujung bawah 
tulang belikat (scapula), ujung kedua luka 
berbentuk tajam yang berjarak 7,7 cm dari 
garis tengah tubuh dan 11 cm dari garis 
yang menghubungkan ujung bawah kedua 
tulang belikat (scapula), tepi luka rata, 
tebing luka tidak simetris dan terdiri dari 
kulit, lemak, dan otot diantara tebing tidak 
terdapat jembatan jaringan. Disekitar luka 
tidak terdapat memar. 
Pinggang :  Pada pinggang belakang bagian kiri 
terdapat 1 luka terbuka berbentuk celah 
dengan arah melintang (horizontal) 
berukuran 2.5 cm x 1 cm, dalam luka tidak 
dapat ditentukan karena menembus 
rongga perut. Ujung pertama berbentuk 
tajam yang terletak 7 cm dari garis tengah 
tubuh dan 3 cm dari garis yang 
menghubungkan kedua ujung depan 
tulang panggul (SIAS), ujung kedua 
berbentuk tumpul yang terletak 9 cm dari 
tengah tubuh dan 4 cm dari garis yang 
menghubungkan kedua ujung depan 
tulang panggul (SIAS), tepi luka rata, 
tebing luka tidak simetris dengan bagian 
atas atas lebih tebal daripada bagian 
bawah yang terdiri dari kuit, lemak, dan 
otot diantara tebing luka tidak terdapat 
jembatan jaringan, disekitar luka tidak 
terdapat memar, terdapat bercak darah 
pada lubang luka. 
Dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa pada 
korban laki-laki ini terdapat luka tusuk pada punggung kanan dan 
pinggang kiri belakang yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan 
benda tajam. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena 
hanya dilakukan pemeriksaan luar. 
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Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/17/IX/2011 RSWS 
tanggal 15 September 2011 terhadap korban Syamsul Alam yang dibuat 
dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu 
dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil 
pemeriksaan fisik secondary survey : 
Status lokalis : 
a. Dada kiri atas bagian depan (Gerio thoraks sinistra) terdapat 1 
buah luka terbuka berbentuk celah, arah serong dari kanan ke kiri 
bawah ukuran 3 cm x 1.8 cm, ujung luka pertama berbentuk tajam 
dan berjarak 1.5 cm dari garis tengah tubuh dan 7.3 cm dari garis 
yang menghubungkan kedua payudara. Ujung kedua luka 
berbentuk tumpul dan berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 
4.5 cm dari garis yang menghubungkan kedua payudara. Tebing 
luka terdiri rata dan terdiri dari kulit, lemak, dan otot, dasar luka 
tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, 
kedalaman luka sulit dinilai karena menembus rongga dada, 
sekitar luka tidak terdapat memar (Hematoma) terdapat 
pendarahan aktif dari lubang luka. 
b. Jari kedua tangan kiri terdapat 1 buah luka terbuka berbentuk 
celah dengan ukuran 1 cm x 0.3 cm. garis tengah luka berjarak 7 
cm dari pergelangan tangan kiri. Tebing luka terdiri dari kulit dan 
lemak, dasar luka otot, kedua ujung luka tajam diantara kedua 
tebing tidak terdapat jembatan jaringan, tepi luka rata sekitar luka 
tidak terdapat memar (Hematoma). 
Kondisi korban selama perawatan : korban meninggal dunia. 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-
laki ini terdapat 1 luka tusuk pada dada kiri yang sesuai dengan perlukaan 
akibat kekerasan benda tajam yang dapat membawa bahaya maut bagi 
korban. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 
KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
 
SUBSIDAIR : 
KESATU: 
  
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Syamsul Alam yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa setelah terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo menurunkan 
Mery di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, 
terdakwa lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil 
sangkur yang telah disiapkan sebelumnya, terdakwa lalu berjalan menuju 
kearah saksi Muhammad Iqbal dan mengarahkan sangkur tersebut, 
karena saksi menghindar dengan cara lari meninggalkan terdakwa, 
terdakwa kemudian berlari kearah korban Saldi yang sementara duduk 
dan mengarahkan sangkur tersebut kearah perut korban sebanyak 1 kali 
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yang mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan selanjutnya 
terdakwa bergerak kearah korban Edi yang mengenai punggung kanan 
dan pinggang bagian kiri, saksi Isa yang melihat penikaman tersebut 
berlari kearah korban edi, saat berada di tempat tersebut saksi Isa 
berusaha menolong dengan cara merangkul korban Edi tetapi dari arah 
belakang terdakwa menikam saksi pada bagian pinggul belakang, bahu 
dan perut saksi. Setelah para korban tidak berdaya, terdakwa menuju 
kearah saksi Muh. Fadli Alias Aldi, terdakwa lagi-lagi mengarahkan 
sangkur tersebut kearah saksi Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai tangan 
kiri saksi serta mengarahkan ke arah leher tetapi saksi dapat menghindar 
sehingga hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu lari meninggalkan 
terdakwa menuju rumah saksi. Warga yang melihat perbuatan tersebut 
berusaha mengejar terdakwa, terdakwa berusaha menyelamatkan diri 
dengan berlari kearah jembatan Tello Baru dan melompat naik ke dalam 
mobil angkutan yang dikendarai oleh korban Jaya, terdakwa lalu 
menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos lampu merah tetapi 
karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban tidak mengikuti 
perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, terdakwa menikam 
korban pada bagian dada, korban Syamsul yang duduk di samping kiri 
jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian dadanya. Setelah menikam 
korban Syamsul terdakwa kembali menikam korban Jaya pada bagian 
punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi saling tarik-
menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat dikuasai oleh 
terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot dan berlari kearah 
lampu merah. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/17/IX/2011 RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Syamsul Alam yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu 
dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sesuai hasil 
pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini terdapat 1 
luka tusuk pada dada kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan 
benda tajam yang dapat membawa bahaya maut bagi korban. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 
KUHP, dan; 
 
KEDUA: 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair di atas, 
Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri melakukan kekejaman, kekerasan atau 
ancaman kekerasan atau penganiayaann terhadap anak yang 
mengakibatkan mati yakni korban Saldi, Edi yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
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Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan 
Mery di koperasi Hirolin yang berada di samping kafe Bambu Kuning, 
terdakwa lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil 
sangkur yang telah disiapkan sebelumnya, terdakwa kemudian berlari ke 
arah korban Saldi yang masih berusia 12 tahun yang sementara duduk 
dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 kali 
yang mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan selanjutnya 
terdakwa bergerak ke arah korban Edi yang berusia 15 tahun yang 
mengenai punggung kanan dan pinggang bagian kiri. 
Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. Ver/15/IX/2011/RSWS 
tanggal 15 September 2011 terhadap korban Saldi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase SH, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP 
Dr. Wahididn Sudirohusodo Makassar dengan hasil pemeriksaan 
sebagaimna telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
korban laki-laki ini ditemukan satu luka tusuk pada daerah dada sebelah 
kanan yang sesuai dengan perlukaan akibat trauma tajam. Penyebab 
pasti kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan 
pemeriksaan luar. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/16/IX/2011/RSWS 
tanggal 15 September 2012 terhadap korban Edi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP 
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan hasil pemeriksaan 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
korban laki-laki ini terdapat luka tusuk pada punggung kanan dan 
punggang kiri belakang yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan 
benda tajam. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena 
hanya dilakukan pemeriksaan luar. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat 
(3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat 
(1) KUHP. 
 
LEBIH SUBSIDAIR : 
KESATU : 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair di atas, 
dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian 
yakni korban Syamsul Alam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, terdakwa lalu berjalan menuju ke arah saksi 
Muhammad Iqbal dan mengarahkan sangkur tersebut, karena saksi 
menghindar dengan cara lari meninggalkan terdakwa, terdakwa kemudian 
berlari ke arah korban Saldi yang sementara duduk dan mengarahkan 
sangkur tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 kali yang 
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mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan selanjutnya 
terdakwa bergerak ke arah korban Edi yang tidak jauh dari korban Saldi, 
terdakwa kembali mengarahkan sangkurnya kea rah korban Edi yang 
mengenai punggung kanan dan pinggang bagian kiri, saksi Isa yang 
melihat penikaman tersebut berlari ke arah korban Edi. Saat berada di 
tempat tersebut saksi Isa berusaha menolong dengan cara merangkul 
korban Edi tetapi dari arah belakang terdakwa menikam saksi pada 
bagian pinggul belakang, bahu dan perut saksi. Setelah para korban tidak 
berdaya, terdakwa menuju ke arah saksi Muh. Fadli Alias Aldi, terdakwa 
lagi-lagi mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Muh. Fadli alias Aldi 
yang mengenai tangan kiri saksi serta mengarahkan ke arah leher tetapi 
saksi dapat menghindar sehingga hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu 
lari meninggalkan terdakwa menuju rumah saksi. Warga yang melihat 
perbuatan tersebut berusaha mengejar terdakwa, terdakwa berusaha 
menyelamatkan diri dengan berlari kearah jembatan Tello Baru dan 
melompat naik ke dalam mobil angkutan yang dikendarai oleh korban 
Jaya, terdakwa lalu menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos 
lampu merah tetapi karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban 
tidak mengikuti perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, 
terdakwa menikam korban pada bagian dada, korban Syamsul yang 
duduk di samping kiri Jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian 
dadanya. Setelah menikam korban Syamsul terdakwa kembali menikam 
korban Jaya pada bagian punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya 
kemudian terjadi saling tarik-menarik sangkur yang mana sangkur tersebut 
dapat dikuasai oleh terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot 
dan berlari ke arah lampu merah. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/17/IX/2011 RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Syamsul Alam yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu 
dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan 
pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini terdapat 1 
luka tusuk pada dada kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan 
benda tajam yang dapat membawa bahaya maut bagi korban. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 Ayat 
2 KUHP. 
 
DAN; 
KEDUA : 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, 
Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri melakukan kekejaman, kekerasan, atau 
ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang 
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mengakibatkan mati yakni korban Saldi, Edi yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :  
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, terdakwa kemudian berlari ke arah korban 
Saldi yang masih berusia 12 tahun yang sementara duduk dan 
mengarahkan sangkur tersebut kearah perut korban sebanyak 1 kali yang 
mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan selanjutnya 
terdakwa bergerak kearah korban Edi yang berusia 15 tahun yang 
mengenai punggung kanan dan pinggang bagian kiri. 
Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. Ver/15/IX/2011/RSWS 
tanggal 15 September 2011 terhadap korban Saldi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase SH, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP 
Dr. Wahididn Sudirohusodo Makassar dengan hasil pemeriksaan 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
korban laki-laki ini ditemukan satu luka tusuk pada daerah dada sebelah 
kanan yang sesuai dengan perlukaan akibat trauma tajam. Penyebab 
pasti kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan 
pemeriksaan luar. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/16/IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2012 terhadap korban Edi yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar dengan hasil pemeriksaan luar sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-
laki ini terdapat luka tusuk pada punggung kanan dan punggang kiri 
belakang yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam. 
Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena hanya 
dilakukan pemeriksaan luar. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 Ayat 
(3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 
Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
 
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :  
KESATU : 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair diatas, 
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni Syamsul 
Alam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa setelah terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, terdakwa lalu berjalan menuju kearah saksi 
Muhammad Iqbal dan mengarahkan sangkur tersebut, karena saksi 
menghindar dengan cara lari meninggalkan terdakwa, terdakwa kemudian 
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berlari kearah korban Saldi yang sementara duduk dan mengarahkan 
sangkur tersebut kearah perut korban sebanyak 1 kali yang 
mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan selanjutnya 
terdakwa bergerak kearah korban Edi yang mengenai punggung kanan 
dan pinggang bagian kiri, saksi Isa yang melihat penikaman tersebut 
berlari kearah korban edi, saat berada di tempat tersebut saksi Isa 
berusaha menolong dengan cara merangkul korban Edi tetapi dari arah 
belakang terdakwa menikam saksi pada bagian pinggul belakang, bahu 
dan perut saksi. Setelah para korban tidak berdaya, terdakwa menuju 
kearah saksi Muh. Fadli Alias Aldi, terdakwa lagi-lagi mengarahkan 
sangkur tersebut kearah saksi Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai tangan 
kiri saksi serta mengarahkan ke arah leher tetapi saksi dapat menghindar 
sehingga hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu lari meninggalkan 
terdakwa menuju rumah saksi. Warga yang melihat perbuatan tersebut 
berusaha mengejar terdakwa, terdakwa berusaha menyelamatkan diri 
dengan berlari kearah jembatan Tello Baru dan melompat naik ke dalam 
mobil angkutan yang dikendarai oleh korban Jaya, terdakwa lalu 
menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos lampu merah tetapi 
karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban tidak mengikuti 
perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, terdakwa menikam 
korban pada bagian dada, korban Syamsul yang duduk di samping kiri 
jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian dadanya. Setelah menikam 
korban Syamsul terdakwa kembali menikam korban Jaya pada bagian 
punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi saling tarik-
menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat dikuasai oleh 
terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot dan berlari kearah 
lampu merah. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/17/IX/2011 RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Syamsul Alam yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu 
dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan hasil 
pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini terdapat 1 
luka tusuk pada dada kiri yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan 
benda tajam yang dapat membawa bahaya maut bagi korban. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 
(3) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
 
DAN; 
KEDUA : 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Guo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair di atas, 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri melakukan kekejaman, kekerasan, atau 
ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang 
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mengakibatkan mati yakni korban Saldi, Edi yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, terdakwa kemudian berlari ke arah korban 
Saldi yang masih berusia 12 tahun yang sementara duduk dan 
mengarahkan sangkur tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 kali yang 
mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan selanjutnya 
terdakwa bergerak ke arah korban Edi yang berusia 15 tahun yang 
mengenai punggung kanan dan pinggang bagian kiri. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/15/IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Saldi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase SH, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP 
Dr. Wahididn Sudirohusodo Makassar dengan hasil pemeriksaan 
sebagaimna telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
korban laki-laki ini ditemukan satu luka tusuk pada daerah dada sebelah 
kanan yang sesuai dengan perlukaan akibat trauma tajam. Penyebab 
pasti kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan 
pemeriksaan luar. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/16/IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2012 terhadap korban Edi yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, M.Kes, dokter pada RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini 
terdapat luka tusuk pada punggung kanan dan punggang kiri belakang 
yang sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab 
kematian korban tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan 
pemeriksaan luar. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 80 Ayat 3 
UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat 1 
KUHP. 
-----------------------------------------DAN---------------------------------------------- 
 
b. DAKWAAN KEDUA : 
PRIMAIR : 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair di atas, 
melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau 
penganiayaan terhadap anak yakni Muh. Fadli Alias Aldi yang 
mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan 
Mery di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, 
terdakwa lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil 
sangkur yang telah disiapkan sebelumnya, setelah melakukan 
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menusukkan sangkur tersebut masing-masing kepada korban Saldi dan 
Edi, dan Isa, terdakwa menuju kea rah saksi Muh Fadli alias Aldi yang 
masih berumur 13 tahun, terdakwa mengarahkan sangkur tersebut kearah 
korban Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai tangan kiri saksi serta 
mengarahkan ke arah leher tetapi saksi dapat menghindar sehingga 
hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu lari meninggalkan terdakwa 
menuju rumah saksi. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/19IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Muh Fadli yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr jerny Dase S.H., SpF, M.Kes, dan dr. Nuralim 
Mallapassi, Sp.BTKV dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secondary survey : 
Status lokalis :  1. Pipi kanan : terdapat 1 luka terbuka berbentuk celah 
memanjang vertikal dengan ukuran 3 cm x 0.8 cm 
dengan ujung atas terletak 5 cm dibawah tepi telinga 
kanan, tebing luka tidak simetris dengan tebing bagian 
dalam (medial) lebih tebal daripada bagian luar 
(Lateral). Tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam, 
daerah sekitar luka bersih. Terdapat 1 buah luka lecet 
pada pipi kanan ukuran 1 cm x 0.5 cm dengan bentuk 
yang tidak teratur terletak 6 cm di bawah garis yang 
menghubungkan kedua tepi mata. 
2. Lengan kiri : terdapat 2 luka terbuka pada lengan kiri. 
Luka pertama terletak pada lengan kiri atas, bentuk 
menganga dan memanjang vertikal, ukuran 8 cm x 5 
cm, ujung atas luka terletak 5 cm di bawah tulang 
selangka (Clavicula), tepi luka rata, sudut atas tumpul 
dan sudut bawah tajam, sekitar luka tidak ada memar. 
Luka tersebut menembus bagian belakang lengan, 
bentuk memanjang vertikal dengan ukuran 3 cm x 1.5 
cm dengan ujung atas terletak 3 cm di bawah tulang 
selangka, tepi luka rata, sudut atas tumpul dan sudut 
bawah tajamm, sekitar luka tidak ada kelainan. 
Kondisi korban selama perawatan:kondisi korban baik. 
Kondisi korban setelah perawatan:korban sembuh dan diizinkan pulang 
serta dianjurkan berobat jalan (20 
September 2011). 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka iris pada 
wajah dan luka tusuk pada lengan kiri atas, sesuai dengan perlukaan 
akibat kekerasan benda tajam. Akibatnya korban mengalami sakit dan 
terhalang menjalankan pekerjaan sementara waktu.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat 
(2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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SUBSIDAIR : 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair di atas, 
melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau 
penganiayaan terhadap anak yakni Muh. Fadli alias Aldi yang dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, setelah melakukan menusukkan sangkur 
tersebut masing-masing kepada korban Saldi dan Edi, dan Isa, terdakwa 
menuju kea rah saksi Muh Fadli alias Aldi yang masih berumur 13 tahun, 
terdakwa mengarahkan sangkur tersebut kearah korban Muh. Fadli alias 
Aldi yang mengenai tangan kiri saksi serta mengarahkan ke arah leher 
tetapi saksi dapat menghindar sehingga hanya mengenai dagu saksi, 
saksi lalu lari meninggalkan terdakwa menuju rumah saksi. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/19IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Muh Fadli alias Aldi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes, dan dr. Nuralim 
Mallapassi, Sp.BTKV dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar dengan hasil pemeriksaan fisik secondary survey dapat 
disimpulkan bahwa luka iris pada wajah dan luka tusuk pada lengan kiri 
atas, sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Akibatnya 
korban mengalami sakit dan terhalang menjalankan pekerjaan sementara 
waktu.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat 
1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
----------------------------------------------DAN---------------------------------------------- 
 
c. DAKWAAN KETIGA 
PRIMAIR 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair di atas, 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri melukai berat orang lain yakni korban Isa 
dan Jaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, setelah melakukan menusukkan sangkur 
tersebut masing-masing kepada korban Saldi dan Edi, terdakwa kembali 
mengarahkan sangkurnya kepada korban Isa yang berusaha menolong 
korban Edi dengan cara terdakwa menikam korban pada bagian pinggul 
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belakang sebanyak 1 kali, pada bagian bahu sebanyak 1 kali, dan pada 
bagian perut juga sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa menuju kea rah 
saksi Muh. Fadli alias Aldi, terdakwa lagi-lagi mengarahkan sangkur 
tersebut ke arah saksi Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai tangan kiri 
saksi serta mengarahkan ke arah leher tetapi saksi dapat menghindar 
sehingga hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu lari meninggalkan 
terdakwa menuju rumah saksi. Warga yang melihat perbuatan tersebut 
berusaha mengejar terdakwa, terdakwa berusaha menyelamatkan diri 
dengan berlari kearah jembatan Tello Baru dan melompat naik ke dalam 
mobil angkutan yang dikendarai oleh korban Jaya, terdakwa lalu 
menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos lampu merah tetapi 
karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban tidak mengikuti 
perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, terdakwa menikam 
korban pada bagian dada, korban Syamsul yang duduk di samping kiri 
jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian dadanya. Setelah menikam 
korban Syamsul terdakwa kembali menikam korban Jaya pada bagian 
punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi saling tarik-
menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat dikuasai oleh 
terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot dan berlari ke arah 
lampu merah. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/18/IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Isa yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu dokter pada RSUP 
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 
secondary survey: 
Status lokalis: 1. Daerah bahu kanan (region shoulder dextra aspek 
posterior): terdapat 1 luka terbuka ukuran 4 cm x 3 cm, 
tepi luka, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari 
jaringan kulit, jaringan bawah kulit, lemak, dan otot, 
diantara tebing luka tidak terdapat jembatan jaringan, 
dasar luka sulit dinilai karena korban kesakitan. 
Terdapat pendarahan aktif dari luka, tidak terdapat 
memar, terdapat nyeri tekan. 
2. Perut sebelah kanan atas (Regio Hipocondrium 
Dextra) : terdapat 1 luka terbuka berbentuk celah, arah 
memanjang vertical, ukuran 3 cm dan lebar 0.8 cm, 
dalam luka sulit dinilai karena korban mengalami 
kesakitan.  Tapi luka rata tidak ada jembatan jaringan, 
ujung luka pertama tajam terletak 11 cm di sebelah 
kanan garis tengah tubuh dan 11 cm di atas garis 
perut. Ujung kedua tumpul terletak 10 cm di sebelah 
kanan garis tengah tubuh dan 8 cm di atas garis pusar, 
tebing luka tidak simetris yaitu bagian luar (kanan) 
lebih lebar daripada bagian dalam (kiri) dan terdiri dari 
jaringan kulit, jaringan bawah kulit, lemak dan otot, 
dasar luka sulit dinilai melalui pemeriksaan luar karena 
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korban kesakitan, terdapat pendarahan aktif pada luka, 
sekitar luka banyak bercak darah, tidak ada memar 
(hematoma). 
3. Perut sebelah kiri (Region Costovertebta Sinister): 
terdapat 1 buah luka terbuka berbentuk celah arah 
memanjang horizontal ukuran 0.3 cm x 0.2 cm, titik 
tengah luar terletak 3.5 cm disebelah kiri garis tengah 
tubuh dan 6.5 cm di atas garis yang menghubungkan 
kedua pinggang. Sudut luka bagian dalam (medial)  
bentuknya tajam dan bagian luar (lateral) bentuknya 
tumpul, tapi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, 
dan terdiri dari jaringan kulit, jaringan bawah kulit, 
lemak dan otot, dasar luka sulit dinilai terdapat 
pendarahan aktif pada luka, tidak ada memar 
(hematoma). 
Kondisi korban setelah perawatan: korban belum sembuh karena pulang  
atas permintaan sendiri (pulang 
paksa) pada tanggal 14 September 
2011. 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban 
perempuan ini terdapat 3 luka yaitu luka tusuk pada punggung kanan 
atas, luka tusuk pada perut kanan atas, yang tidak tembus pada rongga 
perut, luka-luka tersebut sesuai dengan perlakuan akibat kekerasan 
benda tajam, akibatnya korban mengalami sakit dan menyebabkan 
halangan menjalankan pekerjaan pencaharian untuk sementara waktu.  
Berdasarkan Visum et Repertum No. 10/Ver/RSIS/YW-
UMI/I/2011/RSWS  terhadap korban Jaya yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Nur Alim Malampassi, SpB. Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terdapat luka tusuk pada dada dan punggung kiri ukuran 1 cm x 0.5 cm 
dengan kesimpulan atau diagnose luka tusuk pada dada dan punggung 
kiri. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat 
(1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
 
SUBSIDAIR 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair di atas, 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri penganiayaan yang mengakibatkan luka-
luka berat yakni terhadap korban Isa dan Jaya yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, setelah melakukan menusukkan sangkur 
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tersebut masing-masing kepada korban Saldi dan Edi, terdakwa kembali 
mengarahkan sangkurnya kepada korban Isa yang berusaha menolong 
korban Edi dengan cara terdakwa menikam korban pada bagian pinggul 
belakang sebanyak 1 kali, pada bagian bahu sebanyak 1 kali, dan pada 
bagian perut juga sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa menuju kea rah 
saksi Muh. Fadli alias Aldi, terdakwa lagi-lagi mengarahkan sangkur 
tersebut ke arah saksi Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai tangan kiri 
saksi serta mengarahkan ke arah leher tetapi saksi dapat menghindar 
sehingga hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu lari meninggalkan 
terdakwa menuju rumah saksi. Warga yang melihat perbuatan tersebut 
berusaha mengejar terdakwa, terdakwa berusaha menyelamatkan diri 
dengan berlari kearah jembatan Tello Baru dan melompat naik ke dalam 
mobil angkutan yang dikendarai oleh korban Jaya, terdakwa lalu 
menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos lampu merah tetapi 
karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban tidak mengikuti 
perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, terdakwa menikam 
korban pada bagian dada, korban Syamsul yang duduk di samping kiri 
jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian dadanya. Setelah menikam 
korban Syamsul terdakwa kembali menikam korban Jaya pada bagian 
punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi saling tarik-
menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat dikuasai oleh 
terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot dan berlari ke arah 
lampu merah. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/18/IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Isa yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu dokter pada RSUP 
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 
secondary survey sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dapat 
disimpulkan bahwa pada korban perempuan ini terdapat 3 luka yaitu luka 
tusuk pada punggung kanan atas, luka tusuk pada perut kanan atas yang 
tidak tembus rongga perut, luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan 
akibat kekerasan benda tajam, akibatnya korban mengalami sakit dan 
menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan pencaharian untuk 
sementara waktu. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. 10/Ver/RSIS/YW-
UMI/I/2011/RSWS  terhadap korban Jaya yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Nur Alim Malampassi, SpB. Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terdapat luka tusuk pada dada dan punggung kiri ukuran 1 cm x 0.5 cm 
dengan kesimpulan atau diagnose luka tusuk pada dada dan punggung 
kiri. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 
(2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
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LEBIH SUBSIDAIR 
 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, melakukan 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri penganiayaan terhadap korban Isa dan 
Jaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek alias Gulo pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair di atas, 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri penganiayaan yang mengakibatkan luka-
luka berat yakni terhadap korban Isa dan Jaya yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Petrus Lewek Alias Gulo setelah menurunkan Mery 
di koperasi Hirolin yang berada di samping Kafe Bambu Kuning, terdakwa 
lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan mengambil sangkur yang 
telah disiapkan sebelumnya, setelah melakukan menusukkan sangkur 
tersebut masing-masing kepada korban Saldi dan Edi, terdakwa kembali 
mengarahkan sangkurnya kepada korban Isa yang berusaha menolong 
korban Edi dengan cara terdakwa menikam korban pada bagian pinggul 
belakang sebanyak 1 kali, pada bagian bahu sebanyak 1 kali, dan pada 
bagian perut juga sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa menuju kea rah 
saksi Muh. Fadli alias Aldi, terdakwa lagi-lagi mengarahkan sangkur 
tersebut ke arah saksi Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai tangan kiri 
saksi serta mengarahkan ke arah leher tetapi saksi dapat menghindar 
sehingga hanya mengenai dagu saksi, saksi lalu lari meninggalkan 
terdakwa menuju rumah saksi. Warga yang melihat perbuatan tersebut 
berusaha mengejar terdakwa, terdakwa berusaha menyelamatkan diri 
dengan berlari kearah jembatan Tello Baru dan melompat naik ke dalam 
mobil angkutan yang dikendarai oleh korban Jaya, terdakwa lalu 
menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos lampu merah tetapi 
karena kondisi jalan yang lagi macet sehingga korban tidak mengikuti 
perintah terdakwa, karena tidak diikuti perintahnya, terdakwa menikam 
korban pada bagian dada, korban Syamsul yang duduk di samping kiri 
jaya juga ditikam oleh terdakwa pada bagian dadanya. Setelah menikam 
korban Syamsul terdakwa kembali menikam korban Jaya pada bagian 
punggung. Antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi saling tarik-
menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat dikuasai oleh 
terdakwa, terdakwa lalu melompat dari dalam angkot dan berlari ke arah 
lampu merah. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/18/IX/2011/RSWS tanggal 
15 September 2011 terhadap korban Isa yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu dokter pada RSUP 
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 
secondary survey sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa pada korban perempuan ini terdapat 3 luka yaitu luka 
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tusuk pada punggung kanan atas, luka tusuk pada perut kanan atas yang 
tidak tembus rongga perut, luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan 
akibat kekerasan benda tajam, akibatnya korban mengalami sakit dan 
menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan pencaharian untuk 
sementara waktu. 
Berdasarkan Visum et Repertum No. 10/Ver/RSIS/YW-
UMI/I/2011/RSWS  terhadap korban Jaya yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Nur Alim Malampassi, SpB. Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terdapat luka tusuk pada dada dan punggung kiri ukuran 1 cm x 0.5 cm 
dengan kesimpulan atau diagnose luka tusuk pada dada dan punggung 
kiri. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) 
KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 
Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Petrus Lewek alias Gulo telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yakni Pasal 340 
KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dakwaan kedua primair yakni 
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan dakwaan ketiga primair yakni Pasal 354 
ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Petrus Lewek alias Gulo 
dengan pidana penjara seumur hidup dan memerintahkan agar 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sangkur dengan ciri-ciri 
gagang terbuat dari besi kuningan warna kuning dan hitam, 
panjang besi 16 cm dan lebar 2.2 cm, 1 buah sarung sangkur 
yang terbuat dari kulit warna hitam dan ujungnya terdpat tali warna 
hijau dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah sepeda motor Honda 
Revo warna hitam-biru DD 6141 FT dirampas untuk negara. 
d. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
 
Surat dakwaan merupakan suatu akte yang sangat penting 
kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terkait 
dengan fungsinya yang sangat penting, sehingga penuntut umum harus 
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cermat dan dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menyusun 
surat dakwaan. 
Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai surat 
atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil 
pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak 
pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat 
dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam 
sidang pengadilan.76 
Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 
ayat (2) KUHP sebagai berikut: 
“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi 
tanggal dan ditandatangani serta berisi: 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.” 
 
Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, mengandung makna 
esensial bahwa ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam surat 
dakwaan, yaitu syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a 
KUHAP dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b 
KUHAP. 
                                                          
76
 Harun M. Husein, 2005, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan 
Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 44. 
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Berikut akan diuraikan syarat formil dan syarat materil yang 
terkadung dalam dakwaan tersebut, yaitu: 
a. Syarat formil 
Syarat formil terkait dengan identitas terdakwa, dalam hal ini 
terdakwa dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat, yaitu: 
Nama Lengkap  : Petrus Lewek alias Gulo 
Tempat Lahir  : Flores 
Umur/tanggal Lahir : 28 tahun/15 Februari 1983 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Borong Raya Kompleks Kodam 
Lorong 3 No. 9, Kel. Antang Kota 
Makassar. 
Agama : Kristen 
Pekerjaan : Sopir 
Pendidikan : SD (tidak tamat) 
b. Syarat materil 
Syarat materil berkaitan erat dengan penerapan hukum materil 
terhadap suatu perkara. Untuk mengetahui kesesuaian antara tindak 
pidana yang terjadi dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, 
maka Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang 
dinyatakan terbukti dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim 
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yaitu dakwaan pertama primair yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 
(1) KUHP, dakwaan kedua primair yakni Pasal 80 ayat (2) undang-undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan ketiga 
primair yakni Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
1. Pasal 340 KUHP  
Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana yang 
rumusannya sebagai berikut:  
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun.” 
 
Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut yang terdiri 
dari: 
a. Barang siapa 
Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pelaku dari suatu 
tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari 
perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berupa adanya kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang 
lainnya, barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa 
Petrus Lewek alias Gulo sebagaimana perbuatannya telah melakukan 
penikaman terhadap para korban. 
b. Dengan sengaja 
Dalam hal kesengajaan, terdapat dua teori yaitu teori kehendak 
(willstheorie) dan teori pengetahuan (voorstellings theorie). Menurut teori 
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kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk 
mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam 
tindak pidana. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang 
diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan 
perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.77 
Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana 
pada umumnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Mengenai 
kesengajaan sebagai willens en wetens sebagaimana yang dimaksud 
dalam MvT adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan 
mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-
unsur lain yang ada sekitar perbuatannya itu.78 
Di dalam rumusan Pasal 340 KUHP terdapat unsur sengaja dan 
direncanakan terlebih dahulu. Jika hal ini dikaitkan, maka pada proses 
terbentuknya rencana terlebih dahulu dengan sendirinya menandakan 
adanya kehendak dalam diri pelaku. Namun, kehendak ini masih sebatas 
niat yang bersifat abstrak. Perencanaan inilah yang membentuk 
kesengajaan jika diwujudkan dalam suatu perbuatan. Jika dihubungkan 
dengan jenis-jenis dolus berdasarkan sasaran, maka ini termasuk dolus 
premiditatus yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan 
terdakwa bahwa terdakwa merasa kesal kepada orang yang merusak tali 
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gas motornya pada saat diparkir di depan Kafe Bambu Kuning, sehingga 
timbul kehendak dalam diri terdakwa untuk melakukan penikaman kepada 
orang yang diduga sebagai pelaku yang telah merusak motor tersebut. 
Kehendak terdakwa untuk melakukan penikaman terlihat dengan adanya 
perencanaan yaitu menyiapkan sangkur di bawah sadel motor yang ia 
gunakan dan sebelum berangkat kerja, terdakwa terlebih dahulu minum 
minuman keras yakni ballo 1 botol dicampur dengan cap tikus setengah 
botol yang bertujuan untuk menambah keberanian terdakwa kemudian 
mencari pelaku yang diduga melakukan pengrusakan terhadap motor 
yang sering ia gunakan. Setelah berada di depan MTOS, terdakwa segera 
mewujudkan perencanaannya yaitu menikam korban Saldi, Edi, Isa dan 
Muh. Fadli alias Aldi. Berdasarkan fakta tersebut, Penulis berpendapat 
bahwa unsur ini telah terpenuhi. 
c. Direncanakan terlebih dahulu 
Di dalam undang-undang, tidak dijelaskan secara rinci mengenai 
maksud dari kata “direncanakan terlebih dahulu”.  Menurut Soesilo, yang 
dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah timbulnya maksud 
untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si 
pembuat untuk memikirkan secara tenang misalnya dengan cara 
bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu 
sempit sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah 
apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-
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fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan 
niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan.79 
Menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 2 Desember 1940 No. 
293 dengan berfikir tenang dan menimbang dengan tenang merupakan 
unsur penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP).80 
Menurut Adami Chazawi, unsur dengan direncanakan terlebih 
dahulu pada dasarnya mengandung tiga unsur yaitu81: 
1. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang; 
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak; 
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Dalam kasus yang Penulis kaji, timbulnya niat terdakwa untuk 
membunuh orang yang diduga sering merusak motornya pada saat parkir 
di depan MTos atau tepatnya di depan kafe bambu kuning berawal 
setelah terdakwa mengembalikan motor kepada Vincent yang pada saat 
itu ia dimarahi oleh istri vincent dan mengatakan “kenapa motor itu rusak”. 
Terdakwa Petrus Lewek alias Gulo merasa kesal kepada orang yang 
merusak motornya. Sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa kemudian 
menukar pisau dapur dengan sangkur yang dimiliki oleh keluarga Vincent. 
Sangkur tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa di bawah sadel motor 
sebagai persiapan. Hal ini merupakan bagian dari tahap awal rencana 
terdakwa. Pada hari rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 11.00 
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WITA, sebelum terdakwa berangkat kerja ke koperasi Hirolin, terdakwa 
terlebih dahulu minum-minuman keras berupa ballo satu botol dicampur 
dengan cap tikus setengah botol. Tujuan terdakwa minum pada saat itu 
untuk menambah keberanian dan mencari siapa yang melakukan 
pengrusakan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa. 
Sekitar jam 13.00 WITA, terdakwa bersama Mery tiba di tempat kejadian, 
kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa 
akan melaksanakan yang telah ia rencanakan dengan mengeluarkan 
sangkur yang  disimpan sebelumnya dan berjalan ke arah sdr. Muh. Iqbal 
dan mengarahkan sangkurnya namun Muh. Iqbal dapat menghindar 
dengan cara berlari meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berlari 
menuju Saldi dan menusukkan sangkur satu kali ke perut korban yang 
mengakibatkan korban Saldi tersungkur di jalan kemudian terdakwa 
menuju korban Edi lalu menusuk mengenai punggung kanan dan 
pinggang bagian kiri. Pada saat melarikan diri dari kejaran masyarakat, 
terdakwa kemudian melompat ke dalam angkot yang dikendarai oleh 
korban Jaya. Terdakwa lalu menyuruh kepada korban Jaya untuk 
menerobos lampu merah, namun kondisi jalanan yang sedang macet 
sehingga korban tidak mengikuti perintah terdakwa sehingga terdakwa 
menikam korban pada bagian dada. Korban Syamsul selaku penumpang 
yang duduk di samping sopir tersebut berupaya melerai terdakwa dengan 
sopir juga tidak luput dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada 
bagian dada sehingga menyebabkan korban Syamsul meninggal. 
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Berdasarkan uraian kasus tersebut, terdapat tenggang waktu antara 
timbulnya niat untuk membunuh dengan waktu pelaksanaan dari rencana 
terdakwa. Dalam tenggang waktu itu, terdakwa dapat mempertimbangkan 
kembali kehendaknya dan menyusun rencana mengenai cara dan alat 
yang akan digunakan untuk menikam. Jadi, Pelaksanaan kehendak tidak 
dilakukan dalam keadaan yang tergesa-gesa serta dilakukan sesuai 
perencanaan semula. 
Namun, jika dilihat dari banyaknya korban pelaku seakan-akan tidak 
menentukan secara jelas orang yang akan menjadi target sasaran. 
Menurut analisis Penulis, pelaku hanya menduga bahwa orang yang 
setiap hari berada di sekitar tempat motor terdakwa diparkir tepatnya di 
depan Kafe Bambu Kuning yang diduga sebagai pelaku yang merusak 
motor terdakwa. Sasaran tersebut masih dalam bentuk bersifat general 
dan hanya didasarkan pada keyakinan bahwa orang itulah yang telah 
merusak motornya. 
Menurut Penulis, dalam memutuskan kehendak, perlu diputuskan 
pula mengenai sasaran yang akan dituju baik secara individu (dolus 
determinatus) maupun general (dolus generalus). Penentuan sasaran 
tersebut merupakan salah satu aspek penting sehingga dapat dikenakan 
Pasal 340 KUHP. Unsur direncanakan terlebih dahulu mengandung 
makna yaitu saat memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, 
menentukan sasaran yang akan dituju, menentukan cara dan alat yang 
akan digunakan serta pelaksanaan kehendak tidak dalam keadaan 
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tergesa-gesa. Syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
terpisahkan. Putusan kehendak yang dilaksanakan harus sesuai dengan 
kehendak yang telah direncanakan sebelumnya. 
Jika sasaran yang akan dituju tidak dimasukkan sebagai syarat dari 
perencanaan melainkan hanya dihubungkan dengan dolus berdasarkan 
sasaran, maka meskipun terjadi kekeliruan terhadap sasaran yang biasa 
disebut dengan error in persona, pembunuhan tersebut tetap akan 
dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Padahal sudah dengan 
jelas tidak ada kesesuaian atau hubungan antara kehendak yang telah 
diputuskan dengan kehendak yang dilaksanakan. Jika terjadi kekeliruan 
terhadap sasaran ataupun terdapat korban yang bukan bagian dari yang 
telah direncanakan maka hal tersebut tidak mengurangi kehendak pelaku 
untuk melakukan pembunuhan, hanya saja dikualifikasikan sebagai 
pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan alasan 
tidak ada kesesuaian antara putusan kehendak dengan pelaksanaan 
kehendak.  Meskipun telah ada perencanaan bukan berarti pembunuhan 
yang terjadi merupakan pembunuhan berencana.  
Dalam surat dakwaan, penikaman terhadap korban Syamsul Alam 
yang mengakibatkan korban meninggal juga dikualifikasikan sebagai 
pembunuhan berencana dengan alasan bahwa pembunuhan tersebut 
masih termasuk dalam rangkaian perencanaan terdakwa. Padahal korban 
Syamsul Alam bukan merupakan bagian dari sasaran yang akan dituju 
oleh terdakwa melainkan pembunuhan terjadi sebagai akibat dari upaya 
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terdakwa untuk melarikan diri. Sehingga, pembunuhan terhadap korban 
Syamsul Alam tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam  
340 KUHP melainkan memenuhi unsur Pasal 339 KUHP.  
 Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menganggap bahwa unsur 
dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi . 
4. Menghilangkan nyawa orang lain 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan 
petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Petrus Lewek alias Gulo 
dengan menggunakan sangkur menikam korban Saldi pada bagian perut 
sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana 
Visum et Repertum No. Ver/15/IX/2011/RSWS, tanggal 15 September 
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, 
M.Kes, dokter pada RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan sangkurnya ke arah 
korban Edi yang mengenai punggung kanan dan pinggang kiri yang 
mengakibatkan korban meninggal meninggal sebagaimana Visum et 
Repertum No. Ver/16/IX/2011/RSWS, tanggal 1 September 2011 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, M.Kes, dokter 
pada RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Pada saat terdakwa melarikan diri dan melompat naik ke dalam 
mobil angkot, terdakwa lalu menikam korban Syamsul Alam yang 
mengakibatkan korban meninggal setelah menjalani perawatan 
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sebagaimana sebagaimana Visum et Repertum No. 
Ver/15/IX/2011/RSWS, tanggal 15 September 2011 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jerny Dase S.H, SpF, M.Kes dan dr. Wahyu 
dokter pada RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Menurut Penulis, adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk 
menghilangkan nyawa ketiga korban tersebut dapat dilihat pada hasil 
visum yang menujukkan bahwa penikaman tersebut diarahkan pada 
bagian tubuh yang vital yaitu jantung, paru-paru dan ginjal. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa perbuatan menikam tersebut memang ditujukan 
untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Saldi, Edi dan 
Syamsul Alam. Oleh karena itu, menurut Penulis unsur ini telah terpenuhi. 
Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menganggap bahwa 
penerapan Pasal 340 KUHP dalam dakwaan pertama primair telah tepat. 
Perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih 
dahulu dapat dilihat dari perbuatan terdakwa menyimpan sangkur di 
bawah sadel motor dan minum minuman keras sebelum melakukan tindak 
pidana pembunuhan sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari 
rencana. Maka dari itu, pengenaan Pasal 340 KUHP kepada terdakwa 
dalam dakwaan telah tepat. 
2. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak 
Selanjutnya Penulis akan menguraikan dakwaan kedua primair yang 
juga harus dibuktikan oleh majelis hakim yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Setiap Orang 
Unsur pertama ini telah diuraikan sebelumnya oleh Penulis pada 
dakwaan pertama Primair yaitu setiap orang yang dimaksud adalah 
Petrus Lewek Alias Gulo, sebagaimana yang telah Penulis uraikan 
sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur ini telah 
terpenuhi. 
b. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, 
atau penganiayaan 
Menurut Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, kejahatan terhadap anak meliputi diskriminasi, eksploitasi baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan 
penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya. Kemudian 
menurut Soesilo pada Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara 
tidak sah. Misalnya, memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. 
Penganiayaan dalam doktrin diartikan sebagai perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka 
(letsel) pada tubuh orang lain.82 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 
benar setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Saldi, 
Edi, dan Isa, terdakwa lalu mengarahkan sangkur tersebut ke arah korban 
Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai wajah korban, lengan kanan, serta 
pipi kanan korban, terdakwa kembali mencoba menikam korban pada 
bagian leher, tetapi pada saat itu korban berusaha menghindar sehingga 
hanya mengenai dagu korban. 
Menurut Penulis, memang benar terdakwa telah melakukan 
kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap korban Muh. Fadli 
alias Aldi. Akan tetapi, dilihat dari banyaknya korban dalam penikaman 
tersebut, yang mana terdakwa menduga bahwa orang yang merusak 
motor yang ia parkir di depan Kafe Bambu Kuning adalah orang yang 
setiap hari berada di sekitar tempat tersebut. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa korban Muh. Fadli, merupakan salah satu sasaran yang 
dituju oleh terdakwa sehingga dakwaan kedua primair seharusnya bukan 
mengacu pada penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang 
didakwakan yaitu pada Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, melainkan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Jo. 65 ayat 
(1) KUHP tentang percobaan pembunuhan kepada korban Muh. Fadli. 
c. Terhadap Anak 
Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23  Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menyatakan bahwa: 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” 
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Salah satu korban dalam perkara ini bernama Muh. Fadli alias Aldi 
yang masih berusia 12 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
sebagaimana yang telah Penulis uraikan maka korban Muh. Fadli alias 
Aldi dapat dikatakan sebagai anak. Dengan demikian , menurut Penulis 
unsur ini telah terpenuhi. 
d. Mengakibatkan Luka Berat 
Luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu 
penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan 
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus 
tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai 
salah satu panca indra, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu 
lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. 
Luka berat atau parah menurut Soesilo adalah:83 
a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh 
lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya 
maut. 
b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja tidak cakap 
melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. 
c. Tidak lagi memakai salah satu panca inderanya. 
d. cacat 
e. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya. 
f. Tidak dapat berpikir dengan normal. 
g. Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan. 
 
Menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan 
kata sehari-hari disebut luka berat. Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus 
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ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan mendengarkan keterangan 
seorang ahli (dokter), yang dalam prakteknya keterangan itu disebut 
Visum et Repertum.84 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 
terdakwa mengarahkan sangkur tersebut ke arah korban yang mengenai 
wajah korban, lengan kanan serta pipi kanan korban, lalu terdakwa 
kembali mengarahkan sangkur pada bagian leher  korban tetapi pada saat 
itu korban berusaha menghindar sehingga hanya mengenai dagu korban. 
Luka korban pada bagian lengan cukup dalam sehingga harus ditambah 
atau ditambal dengan daging lain. Hal tersebut berdasarkan hasil Visum 
et Repertum No. Ver/19/IX/2011/RSWS tanggal 15 September 2011yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H, Sp.F, M.Kes dan dr. 
Nuralim Mallampassi, Sp.BTKV dokter pada RSUP dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar.   
Akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat pada Rumah Sakit dr. 
Wahidin Sudirohusodo selama 2 minggu. Pada saat memberikan 
keterangan korban masih merasakan sakit pada bagian lengannya dan 
tidak bisa melaksanakan pekerjaannya untuk sementara waktu.  
Pada dasarnya luka yang dialami korban tidak termasuk dalam 
kualifikasi luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. 
Namun, sesuai dengan yurisprudensi yang telah diuraikan di atas luka 
                                                          
84
 Ibid., hlm. 99. 
106 
 
yang dialami korban termasuk luka berat. Dengan demikian, unsur ini 
telah terpenuhi. 
Menurut Penulis, meskipun unsur-unsur Pasal 80 ayat (2) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, 
lebih tepat jika Pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua primair 
adalah Pasal 340 jo. Pasal 53 jo. Pasal 65 KUHP. Hal ini didasarkan pada 
pendapat P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa pada dasarnya 
kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah 
menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa  
menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, 
maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim 
dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa 
terbukti atau tidak.85 
Pendapat seperti itu bukan hanya mendapat pengakuan dalam 
doktrin melainkan juga dalam yurisprudensi. Hoge Raad dalam arrest-nya 
tanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, sebagai berikut:86 
Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa 
melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau 
yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan 
matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan 
bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan 
sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa 
telah menghendaki matinya korban.  
 
Berdasarkan analisis Penulis, korban Muh. Fadli alias Aldi juga 
diduga oleh terdakwa sebagai pelaku yang merusak motor yang ia parkir 
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di depan Kafe Bambu Kuning dengan alasan bahwa korban Muh. Fadli 
alias Aldi setiap hari berada di tempat tersebut karena ia menawarkan 
jasa menyeberangkan orang yang hendak ke MTOS atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, korban termasuk dalam yang sasaran yang telah 
direncanakan oleh terdakwa.  
Selain itu, berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa 
mengarahkan sangkur pada bagian leher korban, jika terkena sangat 
berpotensi  menyebabkan kematian. Akan tetapi, korban berusaha 
menghindar sehingga hanya mengenai dagu korban. Berdasarkan hal ini, 
tercermin bahwa dalam diri terdakwa terdapat niat atau kesengajaan 
untuk menghilangkan nyawa korban bukan kesengajaan untuk 
menimbulkan luka berat. Hanya saja maksud atau tujuan dari pelaku tidak 
terjadi secara sempurna sehingga tidak memenuhi akibat hilangnya 
nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. 
Penikaman yang dilakukan dinilai sebagai permulaan pelaksanaan. 
Dengan demikian, penikaman terhadap korban Muh. Fadli alias Aldi 
merupakan percobaan pembunuhan berencana. 
3. Pasal 354 ayat (1) KUHP 
Selanjutnya Penulis akan menguraikan dakwaan ketiga primair yaitu 
Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
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1. Barang siapa 
Unsur pertama ini telah diuraikan sebelumnya oleh Penulis pada 
dakwaan pertama Primair yaitu setiap orang yang dimaksud adalah 
Petrus Lewek Alias Gulo, sehingga menurut Penulis unsur ini telah 
terpenuhi. 
2. Dengan sengaja 
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat kepada para 
korban Isa dan Jaya. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap 
korban Isa dilakukan setelah terdakwa melakukan penikaman kepada 
korban Saldi dan Edi. Pada saat hendak membantu korban Edi yang 
merupakan cucu dari korban Isa, terdakwa kemudian langsung menikam 
korban Isa pada bagian pinggul belakang sebanyak 1 kali, pada bagian 
bahu sebanyak 1 kali dan pada bagian perut juga sebanyak 1 kali. Hal 
tersebut terlihat dari hasil visum et repertum No. Ver/18/IX/2011/RSWS 
tanggal 15 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny 
Dase S.H., SpF, M.Kes. dan dr. Wahyu dokter pada RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. Setelah melakukan penikaman tersebut, 
terdakwa kemudian melarikan diri akibat dikejar oleh masyarakat dan 
melompat naik ke dalam angkot yang pada saat itu dikemudikan oleh 
korban Jaya. Terdakwa kemudian menyuruh korban Jaya untuk 
menerobos lampu lalu lintas. Namun, keadaan lalu lintas yang sedang 
macet menyebabkan korban tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa 
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sehingga terdakwa merasa marah dan melakukan penganiayaan kepada 
korban Jaya dengan menusuk korban pada bagian dada yang terlihat 
berdasarkan hasil visum et repertum No. 10/Ver/RSIS/YW-
UMI/I/2011/RSWS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur. Alim 
Malampassi, SpB. 
Namun menurut Penulis, perbuatan tersebut merupakan tindak 
pidana percobaan pembunuhan karena terdakwa menikam korban pada 
bagian tubuh yang melindungi organ vital yang dapat mendatangkan 
bahaya maut bagi korban Isa dan Jaya. Selain itu, pernikaman tersebut 
dilakukan beberapa kali sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan 
terdakwa bukan untuk menganiaya akan tetapi untuk membunuh korban. 
Dengan demikian menurut Penulis, unsur ini tidak terpenuhi. 
3. Melukai berat orang lain 
Mengenai luka berat telah Penulis uraikan sebelumnya sehingga 
menurut Penulis tidak perlu lagi untuk diuraikan. Berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa 
setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Saldi dan Edi, 
terdakwa lalu menikam korban Isa yang megakibatkan luka tusuk pada 
bagian punggung kanan atas, perut kanan atas, dan perut kiri bawah 
sebagaimana Visum et Repertum No. Ver/18/IX/2011/RSWS tanggal 15 
September 2011 terhadap korban Isa yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dr. Jerny Dase S.H., SpF, M.Kes., dan dr. Wahyu dokter pada RSUP Dr. 
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Wahidin Sudirohusodo Makassar. Selanjutnya terdakwa berusaha 
menyelamatkan diri dengan cara naik ke mobil angkot kemudian 
memerintahkan kepada korban untuk menerobos lampu merah. Akan 
tetapi, korban tidak mengikuti perintah terdakwa sehingga dari arah 
belakang terdakwa menikam korban yang mengakibatkan luka tusuk pada 
bagian dada dan punggung kiri sebagaimana Visum et Repertum No. 
10/Ver/RSIS/YW-UMI/I/2011/RSWS  terhadap korban Jaya yang dibuat 
dan ditandatangani oleh dr. Nur Alim Malampassi, SpB. 
Perbuatan terdakwa tersebut secara nyata mengakibatkan para 
korban tidak dapat menjalankan pencahariannya selama beberapa waktu 
karena mengalami tusukan yang ditujukan pada bagian-bagian vital yang 
menurut Penulis yang didasarkan pada hasil visum et repertum luka 
tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi para korban. Dengan 
demikian menurut Penulis, unsur ini telah terpenuhi.  
Berdasarkan pada uraian unsur tersebut, unsur kesengajaan pada 
dakwaan ini menurut Penulis tidak terpenuhi karena kesengajaan 
terdakwa bukan untuk menganiaya korban, akan tetapi kesengajaan 
terdakwa untuk membunuh korban. Sehingga menurut Penulis dakwaan 
ini kurang tepat. Lebih tepat kiranya menurut Penulis apabila terdakwa 
didakwakan percobaan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Jo. 
Pasal 53 KUHP. 
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4. Pasal 65 ayat (1) KUHP 
Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
”Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu 
pidana.” 
 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, perbarengan tindakan jamak 
atau perbarengan dua atau lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu 
berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang 
dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa 
tindakan-tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu 
kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam.87 
Tindakan-tindakan itu dapat berupa kejahatan-kejahatan senama, 
sejenis, ataupun beragam, seperti88: 
a) Melakukan pencurian di rumah A pada hari Senin, kemudian 
pada hari Rabu melakukan pencurian di rumah B dan pada 
hari Sabtu melakukan pencurian di suatu gudang. Pencurian-
pencurian tersebut dilakukan bukan dengan satu kehendak; 
b) Melakukan pencurian pada hari Pertama, penggelapan pada 
hari ketiga dan penipuan pada hari Ketujuh; 
c) Melakukan penghinaan pada hari pertama, penipuan pada 
hari ketiga, dan penadahan pada hari keenam; 
d) Melakukan kejahatan pada hari pertama, kemudian hari 
berikutnya melakukan pelanggaran-pelanggaran atau 
melakukan pelanggaran-pelanggaran pada hari yang 
berurutan. 
 
Dalam perkara ini secara jelas telah terjadi beberapa perbuatan yang 
berdiri sendiri dengan melanggar beberapa kepentingan hukum yakni 
                                                          
87
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 339. 
88
 Ibid., hlm. 400. 
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kepentingan atas nyawa dan tubuh. Penikaman yang dilakukan oleh 
terdakwa Petrus Lewek alias Gulo mengakibatkan 3 (tiga) orang 
meninggal dan 3 (tiga) orang yang mengalami luka berat. Dengan 
demikian, setiap pasal yang didakwakan seharusnya dijuntokan dengan 
Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menandakan adanya perbarengan 
perbuatan antara dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga 
meskipun hanya terdiri dari 1 korban terhadap Pasal yang didakwakan. 
Untuk itulah penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif 
subsidairitas yang menandakan terdapat beberapa tindak pidana yang 
terjadi dan keseluruhannya harus dibuktikan. Dakwaan kumulatif tersebut 
hanya digunakan untuk tindak pidana delneming dan concursus. Dengan 
demikian, tiap-tiap pasal yang dicantumkan dalam jenis dakwaan 
kumulatif haruslah dinyatakan sebagai suatu hubungan yang saling 
berkatian satu sama lain. Hubungan tersebut dinyatakan dengan juncto 
pada pasal yang didakwakan sehingga antara pasal yang satu dengan 
pasal yang lainnya menunjukkan keterkaitan satu sama lain walaupun 
masing-masing tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana 
yang berdiri sendiri dan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan 
tindak pidana yang lainnya. 
Berbeda dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum 
dalam perkara ini, pasal yang dijunctokan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP 
hanya pada satu jenis kejahatan yang dilakukan kepada lebih dari 1 orang 
dan menimbulkan korban lebih dari 1 orang, sedangkan pada satu jenis 
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kejahatan yang hanya menimbulkan 1 korban saja tidak dijuntokan 
dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat dilihat pada  dakwaan 
pertama subsidair kesatu, dakwaan pertama lebih subsidair kesatu, 
dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair.  
Menurut Penulis, penuntut umum keliru dalam memahami makna 
yang terkandung dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Perbarengan beberapa 
perbuatan bukan dilihat dari banyaknya korban, akan tetapi dilihat 
berdasarkan terjadinya lebih dari satu kejahatan yang berdiri sendiri. 
Penulis berpendapat bahwa dalam dakwaan pertama primer tersebut 
penerapan Pasal 65  ayat (1) KUHP telah tepat. Namun, Pasal 65 ayat (1) 
KUHP tidak dicantumkan lagi apabila korban yang dimaksud dalam 
dakwaan tersebut hanya terdiri dari 1 orang. Menurut Penulis, hal tersebut 
tidak tepat karena maksud dari digunakannya dakwaan kumulatif 
subsidair adalah agar keseluruhan perbuatan terdakwa dapat dibuktikan 
di hadapan sidang pengadilan, karena antara 1 tindak pidana dengan 
tindak pidana yang lainnya merupakan suatu tindak pidana yang berdiri 
sendiri sehingga perbarengan tindak pidana tersebut dapat diperberat 1/3. 
Dengan demikian, lebih tepat kiranya penuntut umum mengikutsertakan 
Pasal 65 ayat (1) pada keseluruhan dakwaan, sehingga perbuatan 
terdakwa dapat dikaitkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana 
yang dimaksud dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan 
ketiga. 
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Berdasarkan uraian tersebut, menurut Penulis lebih tepat jika 
dakwaan penuntut umum disusun berupa dakwaan kumulatif. Dalam hal 
ini dakwaan pertama yaitu pembunuhan berencana sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 340 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan 
kedua yaitu pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 339 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.  
Mengenai dakwaan kedua tersebut Penulis akan menguraikannya 
lebih lanjut. Pasal 339 KUHP menyatakan bahwa: 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu 
tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau 
untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya 
dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara 
melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.” 
 
Apabila rumusan tersebut diuraikan, maka terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338. 
Pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 terdiri 
dari perbuatan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain. 
Pembunuhan terhadap korban Syamsul telah memenuhi rumusan Pasal 
338 KUHP sebagaimana yang telah Penulis uraikan pada uraian Pasal 
340 KUHP. 
b. Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. 
Pembunuhan terhadap korban Syamsul secara nyata didahului 
oleh tindak pidana lain yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, tindak 
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pidana percobaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan berencana 
sebagaimana yang telah Penulis uraikan.  
c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: 
1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain. 
2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. 
3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan: 
- Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya 
dari pidana. 
- Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh 
secara melawan hukum. 
Mengenai unsur ketiga ini, terdakwa melakukan pembunuhan 
dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pidana. Terdakwa pada saat 
kejadian dikejar oleh warga yang melihat perbuatan terdakwa sehingga 
terdakwa melarikan diri dan melompat ke atas angkutan umum yang 
dikendarai oleh korban Jaya dan Syamsul. Dengan demikian, tujuan 
terdakwa membunuh tersebut telah memenuhi unsur. 
Menurut Soesilo, pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 339 
KUHP apabila didahului, disertai, atau diikuti oleh tindak pidana 
pembunuhan berencana, maka terhadap pembunuhan berencana 
tersebut tetap dimasukkan dalam bentuk gabungan.89 Gabungan yang 
dimaksud adalah perbarengan tindak pidana sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Maka dari itu pembunuhan berencana 
                                                          
89
 R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 241. 
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terhadap korban Saldi dan Edi dimasukkan ke dalam dakwaan tersendiri 
yakni dakwaan pertama. Sedangkan percobaan pembunuhan berencana 
terhadap korban Muh. Fadli alias Aldi sebagaimana yang dimaksud dalam 
dakwaan kedua serta percobaan pembunuhan terhadap korban Isa dan 
Jaya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga merupakan 
tindak pidana yang mendahului tindak pidana pembunuhan terhadap 
korban Syamsul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 339 KUHP 
sehingga tindak pidana tersebut tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam 
dakwaan tersendiri. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan 
Penganiayaan yang mengakibat luka berat (Studi Kasus 
Putusan No. 329/PID.B/2012/PN.Mks) 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat 
dakwaannya tersebut, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 
1. 1 buah sangkur dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi kuningan 
warna kuning dan hitam, panjang besi 16 cm dan lebar 2.2 cm, 1 
buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna hitam dan 
ujungnya terdapat tali warna hijau. 
2. 1 buah sepeda motor honda revo warna hitam-biru DD 6141 FT. 
barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan 
penetapan ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 1271/ Pen.Pid/ 
PN MKS tanggal 05 Oktober 2011. 
Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas 
dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah 
yang pada pokokya menerangkan sebagai berikut: 
1. Keterangan saksi/korban Muh. Fadli alias Aldi menerangkan sebagai 
berikut: 
 Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga 
dengan terdakwa. 
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 Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dengan nama 
panggilan sehari-harinya Nyong. 
 Bahwa benar sehari-hari saksi bekerja menyeberangkan 
pengguna jalan yang akan ke Makassar Town Square (MTOS) 
ataupun sebaliknya. 
 Bahwa benar kejadiannya pada hari rabu tanggal 14 September 
2011 bertempat di depan MTOS atau kafe Bambu Kuning Jl. 
Perintis Kemerdekaan Km. 6 Kota Makassar sekitar pukul 13.00 
Wita. 
 Bahwa benar pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di MTOS 
sambil memperhatikan penumpang angkot yang akan 
menyeberang ke MTOS. 
 Bhwa benar saat sementara duduk, saksi melihat terdakwa 
memarkir sepeda motornya dan mengambil sangkur di bawah 
sadel motornya, sangkur tersebut terdakwa pegang dan berlari 
kea rah korban Saldi yang tidak jauh dari tempat dimana saksi 
duduk. 
 Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengarahkan sangkur 
tersebut kearah korban Saldi yang mengenai bagian dada  dari 
korban. 
 Bahwa benar setelah terdakwa menikam korban Saldi, terdakwa 
kembali menikam korban Edi yang berada tidak jauh dari korban 
Saldi tetapi saksi tidak melihat bagian tubuh mana yang kena dari 
korban Edi. 
 Bahwa benar saksi melihat korban Isa menghampiri korban Edi 
dengan maksud untuk menolong tetapi dari arah belakang 
terdakwa kembali menikam korban Isa. 
 Bahwa benar posisi korban Isa saat ditikam oleh terdakwa dalam 
keadaan jongkok dengan maksud untuk menolong korban Edi. 
 Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap 
korban Saldi, Edi dan Isa, sakis yang berada sekitar 2 meter dari 
para korban dihampiri oleh terdakwa dan terdakwa kembali 
mengarahkan sangkur tersebut kea rah saksi yang mengenai 
wajah saksi, lengan kanan serta pipi kanan saksi. 
 Bahwa benar terdakwa menikam saksi pada bagian leher tetapi 
pada saat itu saksi barusaha menghindar sehingga hanya 
mengenai dagu saksi. 
 Bahwa benar setelah mendapatkan tikaman dari terdakwa, saksi 
melarikan diri menuju rumah saksi. 
 Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwaa, 
korban Edi dan Saldi meninggal dunia di tempat kejadian. 
 Bahwa benar saat terdakwa melakukan penikaman terhadap 
saksi, saksi mencium aroma minuman keras dari mulut terdakwa. 
 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi berobat pada 
Rumah Sakit Wahidin selama 2 minggu. 
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 Bahwa benar karena luka yang cukup dalam pada lengan saksi 
sehingga haru ditambah atau ditambal dengan daging lain. 
 Bahwa benar sampai dengan saat ini sakis masih merasakan sakit 
pada lengan saksi 
2. Keterangan saksi/korban Isa menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga 
dengan terdakwa. 
 Bahwa benar saksi merupakan penjual asongan dan minuman di 
depan Makassar Town Square. 
 Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 14 September 
2011 bertempat di depan MTOS atau Kafe Bambu Kuning Jl. 
Perintis Kemerdekaan Km.6 Kota Makassar sekitar pukul 13.00 
Wita. 
 Bahwa benar pada saat itu saksi melihat cucu saksi yakni korban 
Saldi ditikam terdakwa dengan menggunakan besi penusuk. 
 Bahwa benar melihat korban Saldi ditikam saksi berusaha 
menolong korban Saldi dengan cara menghampirinya. 
 Bahwa benar saat sedang berusaha menolong korban Saldi, 
korban ditikam oleh terdakwa sebanyak 5 kali masing-masing 
pada lengan kanan sebanyak 1 kali, punggung kanan dan k iri 
masing-masing 1 kali dan pada bagian perut sebanyak 2 kali. 
 Bahwa benar posos saksi saat ditikam oleh terdakwa yakni 
sementara duduk untuk menolong Saldi yang sebelumnya ditikam 
oleh terdakwa. 
 Bahwa benar sebelum melakukan penikaman terhadap diri saksi, 
terdakwa  melakukan penikaman terhadap korban Saldi dan Edi 
tetapi saksi tidak melihat dengan jelas bagian tubuh mana yang 
kena. 
 Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa 
saksi mendapatkan 8 jahitan pada bagian perut. 
 Bahwa benar saksi sempat dirawat selama 1 hari pada Rumah 
Sakit Wahidin Sudirohusodo kemudian pindah ke salah satu 
rumah sakit di Kab. Bantaeng. 
 Bahwa benar sampae dengan saat ini saksi masih berobat jalan 
dan belum bisa berjalan dengan sempurna serta belum bisa 
melaksanakan aktifitasnya sebagai penjual asongan. 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi 
sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi maupun 
para korban. 
3. Keterangan saksi/korban Jaya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan 
terdakwa. 
 Bahwa benar saksi merupakan angkot jurusan BTP-Pasar Sentral 
Makassar. 
119 
 
 Bahwa benar saat itu saksi berada di lampu merah dan terdakwa 
melompat naik ke atas pete-pete yang dikendarai oleh terdakwa. 
 Bahwa benar saat berada di atas pete-pete terdakwa 
memerintahkan kepada saksi untuk menerobos lampu merah. 
 Bahwa benar saksi tidak mengikuti perintah dari terdakwa karena 
kondisi jalan pada saat itu sedang macet. 
 Bahwa benar korban Syamsul Alam ysng tepat duduk di samping 
kiri saksi berusaha melerai tetapi terdakwa mengarahkan atau 
menusuk korban Syamsul Alam pada bagian dada. 
 Bahwa benar setelah menikam korban Syamsul Alam, terdakwa 
kembali menikam saksi pada punggung sehingga pada saat itu 
terjadi tarik-menarik sangkur antara saksi dan terdakwa. 
 Bahwa benar setelah menguasai sangkur tersebut, terdakwa lalu 
turun dari mobil yang dikendarai oleh korban dan kembali 
melompat naik ke mobil jenis Pick Up yang melintas. 
 Bahwa benar saksi dan korban Syamsul Alam lalu dilarikan ke 
Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.  
 Bahwa benar sekitar 2 hari berada di rumah sakit saksi 
mendengar kabar bahwa korban Syamsul Alam telah meninggal 
dunia. 
 Bahwa benar benar saksi berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina 
selama 1 minggu. 
 Bahwa benar sampai saat ini saksi masih merasakan sakit pada 
bagian tubuh yang ditikam oleh terdakwa. 
4. Keterangan saksi Muhammad Iqbal menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan terdakwa. 
 Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggak 14 September 
2011 bertempat di depan MTOS atau Kafe Bambu Kuning Jl. 
Perintis Kemerdekaan Km.6 Kota Makassar sekitar pukul 13.00 
Wita. 
 Bahwa benar saksi melihat terdakwa menurunkan seorang 
perempuan tepat berada di depan Kafe Bambu Kuning. 
 Bahwa benar setelah menurunkan perempuan tersebut terdakwa 
kemudian membuka sadel motornya dan mengambil sangkur yang 
lengkap dengan sarungnya. 
 Bahwa benar setelah melepaskan sangkur tersebut dari 
sarungnya dan membuang tidak jauh dari motornya, terdakwa lalu 
berlari kea rah saksi. 
 Bahwa benar saat menghampiri saksi, saksi melihat raut wajah 
dari terdakwa dalam keadaan sangat emosi. 
 Bahwa benar jarak antara saksi dan terdawa pada saat itu sekitar 
10 meter. 
 Bahwa benar saat berhadapan dengan terdakwa, terdakwa lalu 
mengarahkan sangkur yang dibawanya pada arah leher saksi 
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tetapi pada saat itu saksi dapat menghindar dengan cara berlari 
meninggalkan terdakwa. 
 Bahwa benar dari jarak 10 meter, saksi melihat terdakwa 
melakukan penikaman terhadap korban Edi dan Saldi yang pada 
saat itu sedang duduk. 
 Bahwa benar saksi tidak melihat dengan jelas bagian tubuh mana 
yang kena akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa. 
5. Keterangan saksi Karly menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan terdakwa. 
 Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 
2011 antara pukul 13.00 s/d 14.00 Wita bertempat di Jl. Perintis 
Kemerdekaan Km. 6 Kota Makassar. 
 Bahwa benar pada saat itu saksi bersama saksi Firman sedang 
mengatur lalu lintas karena pada saat itu kondisi jalan sementara 
macet dan terdapat rombongan pejabat yang melintas. 
 Bahwa benar pada saat mengatur lalu lintas, saksi bersama 
dengan saksi Firman memperoleh iinformasi dair sopir angkot 
(pete-pete) salah satu korban penikaman bahwa seseorsng telah 
melakukan penikaman sekitar 5 (lima) orang di depan Makassar 
Town Square (MTOS). 
 Bahwa benar saksi lalu menyuruh kepada sopir angkot yang 
terkena tikaman itu untuk segera ke rumah sakit dan mengatakan 
nanti kami yang carai dan tangkap pelakunya. 
 Bahwa benar berdasarkan informasi dari sopir angkot tersebut 
bahwa terdakwa sedang berada di atas mobil Pick Up dengan 
menggunakan baju merah. 
 Bahwa benar mendapatkan informasi tersebut, dari arah jembatan 
Tello (arah Makassar town Square) saksi melihat memang 
terdakwa sedang berada di atas mobil Pick up yang melaju ke 
arah saksi. 
 Bahwa benar saat berada di atas mobil Pick Up tersebut saksi 
melihat terdakwa menggenggam sangkur dalam keadaan 
terhunus. 
 Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Firman lalu mendekati 
mobil Pick Up tersebut dan menyampaikan kepada sopirmya 
untuk tidak melarikan diri. 
 Bahwa benar saksi lalu mendekati terdakwa yang masih berada di 
atas mobil Pick Up sambil memegang sangkur, tetapi pada saat 
itu terdakwa menyerang saksi dengan cara mengayunkan 
sangkurnya tetapi di saat yang bersamaan sopir mobil Pick Up 
tersebut menginjak gas mobilnya yang mengakibatkan jatuh dari 
atas mobil. 
 Bahwa benar ketika bangkit setelah jatuh dari atas mobil, 
terdakwa kembali mengejar saksi tetapi karena tidak dapat lagi 
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menghindar, antara saksi dan terdakwa saling berhadapan, tiba-
tiba dari arah yang saksi tidak tahu, teman saksi yakni saksi 
Firman datang dan mengatakan kepada terdakwa  bahwa jangan 
lawan itu. 
 Bahwa benar disaat yang bersamaan sudah banyak masyarakat 
yang berdatangan untuk membantu menangkap terdakwa dengan 
membawa bambu ataupun kayu. 
 Bahwa benar setelah terkepung dan ditangkap, terdakwa lalu 
dibawa ke pos lalu lintas sementara sangkurnya diamankan oleh 
saksi Firman. 
6. Keteraangan saksi Firman menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan terdakwa. 
 Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 
2011 antara pukul 13.00 s/d 14.00 Wita bertempat di Jl. Perintis 
Kemerdekaan Km. 6 Kota Makassar. 
 Bahwa benar pada saat itu saksi dan saksi Karly berada di dekat 
pos polisi dekat pertigaan tugu Adipura. 
 Bahwa benar pada saat itu saksi bersama saksi Karly sedang 
mengatur lalu lintas karena pada saat itu kondisi jalan sementara 
macet dan terdapat rombongan pejabat yang melintas. 
 Bahwa benar pada saat mengatur lalu lintas, saksi bersama 
dengan saksi Karly memperoleh informasi dari sopir angkot (pete-
pete) salah satu korban penikaman bahwa seseorang telah 
melakukan penikaman sekitar 5 (lima) orang di depan Makassar 
Town Square (MTOS). 
 Bahwa benar berdasarkan informasi dari sopir angkot tersebut 
bahwa terdakwa sedang berada di atas mobil Pick Up dengan 
mengunakan baju merah. 
 Bahwa benar mendapatkan informasi tersebut, dari arah jembatan 
Tello (arah Makassar town Square) saksi melihat memang 
terdakwa sedang berada di atas mobil Pick up yang melaju ke 
arah saksi. 
 Bahwa benar saat berada di atas mobil Pick Up tersebut saksi 
melihat terdakwa menggenggam sangkur dalam keadaan 
terhunus. 
 Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Karly lalu mendekati 
mobil Pick Up tersebut dan menyampaikan kepada sopirmya 
untuk tidak melarikan diri. 
 Bahwa benar saksi Karly lalu mendekati terdakwa yang masih 
berada di atas mobil Pick Up sambil memegang sangkur, tetapi 
pada saat itu terdakwa menyerang saksi Karly dengan cara 
mengayunkan sangkurnya tetapi di saat yang bersamaan sopir 
mobil Pick Up tersebut menginjak gas mobilnya yang 
mengakibatkan jatuh dari atas mobil. 
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 Bahwa benar ketika bangkit setelah jatuh dari atas mobil, 
terdakwa kembali mengejar saksi Karly, tetapi karena tidak dapat 
lagi menghindar, antara saksi Karly dan terdakwa saling 
berhadapan,  
 Bahwa benar saksi datang dan mengatakan kepada terdakwa  
bahwa jangan lawan itu. 
 Bahwa benar disaat yang bersamaan sudah banyak masyarakat 
yang berdatangan untuk membantu menangkap terdakwa dengan 
membawa bambu ataupun kayu. 
 Bahwa benar setelah terkepung dan ditangkap, terdakwa lalu 
dibawa ke pos lalu lintas sementara sangkurnya diamankan oleh 
saksi. 
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan 
keterangan saksi Yulis Boicletes dan saksi Vinsianus Gonzales alias 
Vincent yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
1. Keterangan saksi Yulius Boickletes sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa semenjak saksi 
bekerja sebagai sopir angkutan kota trayek Sentral-Daya dan 
biasa melihat terdakwa di Kafe Bambu Kuning depan Makassar 
Town Square (MTOS). 
 Bhwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar 
pukul 15.00 Wita, saksi sementara mengendarai mobil angkot 
(pete-pete) trayek Sentral-Daya. 
 Bahwa benar ketika berada di depan perwakilan mobil Alam Indah 
Jl. Perintis Kemerdekaan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh 
saksi dicegat oleh masyarakat yang saksi tidak kenal dan 
langsung memukulinya. 
 Bahwa benar saksi lalu turun dari mobil dan berlari untuk 
menyelamatkan diri, namun tetap dikejar oleh masyarakat. 
 Bahwa benar saat berusahaa melarikan diri dari kejaran 
masyarakat, tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor 
menyelamatkan saksi dan menaikkan saksi ke atas mobil Pick Up 
dan membawa saksi ke rumah sakit Dr. Wahidin yang selanjutnya 
dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara. 
 Bahwa benar saat berada di rumah sakit Bhayangkara saksi 
bertemu dengan terdakwa Petrus dan menyampaikan kepada 
saksi bahwa terdakwa telah melakukan penikaman dengan 
menggunakan sangkur yang mengakibatkan matinya orang. 
 Bahwa benar korban yang ditikam oleh terdakwa masing-masing 
Saldi, Edi, Muh. Fadli, Syamsul Alam dan Isa. 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana caranya 
terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang 
lain meninggal dunia. 
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 Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa 
melakukan penikaman dan mengenai bagian mana dari para 
korban. 
2. Keterangan saksi Vincensianus Gonzales alias Vincent sebagai 
berikut: 
 Bahwa saksi kenal dengan Petrrus sejak bulan April 2011 yang 
mana pada saat itu terdakwa dating ke kantor saksi Jl. Perintis 
kemerdekaan Km. 6 tepatnya di depan MTOS/Kafe Bambu Kuning 
untuk melamar pekerjaan sebagai tukang sapu halaman. 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, nanti 
setelah malam harinya melihat berita saksi baru mengetahui 
bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 terdakwa 
Petrus melakukan pembunuhan di depan MTOS. 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban 
pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Petrus. 
 Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada dalam pos 
pembayaran koperasi Hirolin yang mana pada saat itu dating 
massa dalam jumlah banyak daan mengatakan kepada saksi 
“Orang Timur membunuh”, mendengar hak tersebut saksi 
berusaha melarikan diri dengan mengambil sepeda motornya. 
 Bahwa benar pada saat itu salah satu diantara massa yang ada 
meminta kepada saksi untuk diperlihatkan identitasnya sehingga 
pasa saat itu saksi memperlihatkan STNK dan KTPnya. 
 Bahwa benar setelah memperlihatkan STNK dan KTPnya, massa 
menyuruh saksi agar cepat jalan sehingga saksi pada saat itu ke 
rumah iparnya yakni Jusman di Kompleks AURI Bandara 
Makassar,. 
 Bahwa benar saksi pernah memilki sepeda motor Suzuki Shogun 
125warna biru dan meminjamkannya kepada terdawa sekitar 
bulan Mei 2011 sekitar pukul 16.00 Wita dan waktu itu terdakwa 
mengembalikan sepeda motor itu pada jam 22.00 Wita. 
 Bahwa benar setelah mengembalikan motor tersebut, saksi tidak 
memperhatikan tentang kerusakannya. 
 Bahwa benar saksi pernah mengalami kecelakaan dengan 
mengunakan motor itu, tetapi penyebab kecelakaan buakn karena 
motor tersebut tetapi pada saat itu saksi sedang mengantuk. 
 Bahwa benar saksi pernah memarahi terdakwa tetapi bukan 
karena motor itu, tetapi karena tidak masuk kerja. 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat jika 
terdakwa Petrus sedang membawa sangkur. 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik sangkur yang 
dibawa oleh terdakwa. 
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
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 Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 
2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didepan MTOS atau Kafe 
Bambu Kuning Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 6 Kota Makassar. 
 Bahwa benar terdakwa bekerja pada kantor saksi Vincent sebagai 
penagih yang berada di depan MTOS atau Kafe Bambu Kuning Jl. 
Perintis Kemerdekaan Km. 6 Kota Makassar. 
 Bahwa benar setiap berangkat kerja terdakwa selalu 
menggunakan sepeda motor. 
 Bahwa benar suatu ketika motor yang digunakan oleh terdakwa 
yang diparkir di depan MTOS atau Kafe Bambu Kuning dirusak tali 
gasnya oleh orang lain yang  terdakwa sendiri tidak 
mengetahuinya. 
 Bahwa benar akibat tali gas motor tersebut rusak sehingga pada 
saat mengembalikan motor itu kepada Vincent, istir Vincent marah 
kepada terdakwa dan mengatakan “kenapa motor itu bisa rusak”. 
 Bahwa benar sejak saat itu atau atau setelah terdakwa dimarahi 
oleh istri Vincent, tepatnya sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa 
memperoleh sangkur dari keluarga Vincent yang ditukar dengan 
pisau dapur. 
 Bahwa benar alasan terdakwa bertukar pisau dapur dengan 
keluarga Vincent untuk mengupas mangga. 
 Bahwa benar sangkur tersebut terdakwa lalu simpan di bawah 
sadel motor yang ia gunakan. 
 Bahwa benar sangkur tersebut disimpan oleh erdakwa karena 
merasa kesal dan jengkel akibat sepeda motornya sering dirusak 
tali gasnya jika terdakwa parker di depan Kafe Bambu Kuning. 
 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar 
pukul 10. 00 Wita, sebelum berangkat kerja, terdakwa minum 
minuman keras yakni ballo 1 (satu) botol, dicampur dengan cap 
tikus setengah botol di rumah terdakwa di Bumi Tamalanrea 
Permai (BTP) Kota Makassar. 
 Bahwa benar tujuan terdakwa minum pada saat itu tidak lain untuk 
mencari siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap 
motor yang digunakan oleh terdakwa. 
 Bahwa benar selain pada hari itu, terdakwa jarang minum 
minuman keras kecuali waktu-waktu tertentu. 
 Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wita setelah minum, terdakwa 
lalu berangkat kerja aria rah BTP  menuju ke arah Kafe Bambu 
Kuning depan MTOS Kota Makassar. 
 Bahwa benar pada saat berangkat kerja, terdakwa bersama 
dengan Mery yang merupakan salah satu karyawan pada koperasi 
Hirolin yang berda di samping Kafe Bambu Kuning. 
 Bahwa benar setelah menurunkan Mery dan memarkir motornya, 
terdakwa lalu membuka sadel motor yang ia gunakan dan 
mengambil sangkur yang telah disiapkan sebelumnya. 
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 Bahwa benar terdakwa lalu berlari ke arah saksi Muh. Iqbal dan 
mengarahkan sangkur dipegangnya, karena saksi Muh. Iqbal 
menghindar dengan cara lari meninggalkan terdakwa, terdakwa 
kemudian berlari ke arah korban Saldi yang sementara duduk dan 
mengarahkan sangkur tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 
kali yang mengakibatkan korban Saldi jatuh tersungkur di jalan. 
 Bahwa benar selanjutnya terdakwa bergerak kea rah korban Edi 
yang tidak jauh dari korban Saldi, terdakwa kembali mengarahkan 
sangkurnya kea rah korban Edi yang mengenai punggung kanan 
dan pinggang bagian kiri. 
 Bahwa benar saat terdakwa melakukan penikaman terhadap Saldi 
dan Edi, saksi Isa datang ke tempat tersebut, saat berada di 
tempat tersebut saksi Isa berusaha menolong dengan cara 
merangkul korban Edi tetapi dari arah belakang terdakwa 
menikam saksi. 
 Bahwa benar setelah para korban tidak berdaya, terdakwa menuju 
ke arah saksi Muh. Fadli alias Aldi, terdakwa lagi-lagi 
mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Muh. Fadli alias Aldi 
yang mengenai tangan kiri saksi serta mengarahkan ke arah leher 
tetapi saksi dapat menghindar sehingga hanya dagu saksi, saksi 
lalu lari meninggalkan terdakwa menuju rumah saksi. 
 Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat 
itu dilihat oleh warga sehingga warga berusaha mengejar 
terdakwa. 
 Bahwa benar untuk menyelamatkan diri, terdakwa berlati kea rah 
jembatan Tello Baru dan melompat naik ke dalam mobil angkutan 
yang dikendarai oleh korban Jaya. 
 Bahwa benar pada saat terdakwa berada di atas mobil angkot 
(pete-pete) tersebut, terdalwa lalu menyuruh kepada korban Jaya 
untuk menerobos lampu merah. 
 Bahwa benar karena kodisi jalan yang lagi macet sehingga korban 
Jaya tidak mengikuti perintah terdakwa. 
 Bahwa benar karena perintahnya tidak diikuti oleh korban Jaya, 
terdakwa lalu menikam korban Jaya pada bagian dada. 
 Bahwa benar saat melakukan penikaman terhadap korban Jaya, 
korban Syamsul Alalm yang duduk di samping kiri Jaya berusaha 
melerai antara terdakwa dan korban Jaya. 
 Bahwa benar terdakwa lalu menikam korban Syamsu Alam pada 
bagian dadanya, setelah itu terdakwa kembali menikam korban 
Jaya pada bagian punggung. 
 Bahwa benar antara terdakwa dan korban Jaya kemudian terjadi 
saling tarik-menarik sangkur yang mana sangkur tersebut dapat 
dikuasai oleh terdakwa. 
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 Bahwa benar setelah menikam korban Jaya dan Syamsu Alam 
serta menguasai kembali sangkur tersebut, terdakwa lalu 
melompat dari dalam angkot dan berlari kea rah lampu merah. 
 Bahwa benar pada saat berada di dekat lampu merah, terdakwa 
melompat naik ke atas mobil Pick Up yang sedang melintas. 
 Bahwa benar karena kondis jalan pada saat itu sedang macet 
sehingga laju mobil tersebut melambat. 
 Bahwa benar terdakwa lalu dihampiri oleh saksi Karly dan Firman. 
 Bahwa benar sangkur yang dipegang oleh terdakwa diarahkan ke 
arah saksi Karly tetapi saksi Karly dapat menghindar. 
 Bahwa benar terdakwa lalu terjatuh dari atas mobil Pick Up 
tersebut karena pengendara mobil menginjak gas mobilnya. 
 Bahwa benar setelah bangkit akibat terjatuh, terdakwa kembali 
berusaha mengejar Karly dan pada saat posisi saling berhadapan, 
teman saksi Karly dan mengatakan kepada terdakwa “ Jangan 
lawan itu”. 
 Bahwa benar akibat terdesak karena banyaknya warga yang 
mengejar pada saat itu, terdakwa lalu menyerah dan dibawa ke 
pos Lantas oleh saksi Karly dan saksi Firman. 
Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi dihubungkan 
dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam 
perkara ini karena hubungannya satu sama lain, maka telah diperoleh 
fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
1. Bahwa terdakwa Petrus Lewek alias Gulo bekerja pada sdr. 
Vinsensianus Gonzales alias Vincent, yang sehari-hari ditugasi untuk 
menjalankan uang dan menagihnya kepada para pedagang di pasar 
MTOS dan selalu menggunakan sepeda motor milik majikannnya 
Vinsensianus Gonzales alias Vincent; 
2. Bahwa pada suatu waktu (dua minggu sebelum kejadian), ketika 
sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol DD 614 FT yang 
dikendarai terdakwa yang selalu diparkir didepan MTOS atau di 
samping Kafe Bambu Kuning, tali gasnya pernah dirusak orang yang 
tidak dikenal oleh terdakwa; 
3. Bahwa akibat rusaknya tali gas sepeda motor tersebut, istri 
Vinsensianus Gonzales alias Vincent menjadi marah-marah kepada 
terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa menjadi jengkel kepada 
orang yang merusak sepeda motor milik majikannya tersebut; 
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sebelum 
kejadian itu yaitu sekitar jam 10.00 Wita, sebelim berangkat ke 
MTOS sebagaimana biasanya, terdakwa di rumahterlebih dahulu 
minum minuman keras Ballo yang dicampur dengan cap Tikus dan 
hterdakwa juga telah mempersiankan sangkur yang disimpan di 
bawah sadel sepeda motornya; 
5. Bahwa sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama perempuan Mery 
(teman kerja terdakwa) sampai di tempat kejadian, terdakwa lalu 
memarkir sepeda motornya di samping Kafe Bambu Kuning dan 
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mengambil sangkur dari bawah sadel sepeda motornya lalu berjalan 
menuju Sdr. Muh. Iqbal dengan mengarahkan sangkurnya, Muh. 
Iqbal lalu menghindar dengan cara berlari meninggalkan terdakwa; 
6. Bahwa selanjutnya terdakwa  berlari menuju Saldi yang kebetulan 
duduk-duduk dan menusukkan sangkur sebanyak satu kali ke perut 
korban mengakibatkan korban Saldi tersungkur di jalan, kemudian 
terdakwa menuju korban Edi yang tidak jauh dari korban Saldi, lalu 
menusuk korban Edi mengenai punggung kanan dan pinggang 
bagian kiri; 
7. Bahwa saksi Isa yag kebetulan berada di tempat kejadian lalu 
berusaha menolong dengan cara merangkul saudara Edi, namun 
dari  arah belakang terdakwa menusuk saksi Isa pada bagian pinggul 
belakang, bahu dan perut. Setelah para korban tersebut di  atas tidak 
berdaya lalu terdakwa menuju saksi Muh. fadli alias Aldi lalu 
menusuknya mengenai tangan kiri terdakwa lalu menusuknya lagi ke 
arah leher tetapi saksi Muh. Fadli dapat menghindar sehingga yang 
kena hanya bagian dagu korban; 
8.  Bahwa warga yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar 
terdakwa, akan tetapi terdakwa menyelamatkan diri dengan 
melompat masuk ke dalam angkutan umum (pete-pete) yang 
dikemudian oleh saksi korban Jaya menuju ke arah jembatan Tello 
Baru, terdakwa lalu menyuruh sopir untuk menerobos lampu merah, 
karena kondisi jalan yang macet saksi korban Jaya terpaksa tidak 
bisa mengikuti perintah terdakwa, lalu terdakwa menusuk pada 
bagian dada dan pinggang korban; 
9. Bahwa korban Syamsul Alam, selaku penumpang angkutan umum 
yang duduk di depan di samping sopir yang ketika itu berupaya 
melerai terdakwa dengan sopir yang saling tarik-menarik sangkur, 
juga tidak luput dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada 
bagian dada korban, setelah itu terdakwa lalu melompat dari dalam 
angkutan umum berlari menuju lampu merah dan selanjutnya 
dilumpuhkan/ditangkap oleh masyarakat dan anggota polisi yang 
kebetulan bertugas mengatur kemacetan lalu lintas; 
10. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
menggunakan sangkur terhadap korban Saldi pada bagian 
punggung dan pinggang, dan korban Syamsul Alam pada bagian 
dada, mengakibatkan ketiga korban tersebut meninggal dunia 
sebagaiman Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Jenny Dase, S.H.,Sp.F,M.Kes dan dr. Wahyu dari RSUP Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar; 
11. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa dengan 
menggunakan sangkur tersebut, selain mengakibatkan 3 (tiga) orang 
meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, juga mengakibatkan 
3 (tiga) orang menderita luka-luka yaitu: 
a. Saksi korban Isa, luka tusuk pada bagian punggung kanan atas, 
luka tusuk pada perut kanan atas dan luka tusuk pada perut kiri 
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bawah, sebagaimana Visum Et Repertum, tertanggal 15 
September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenny 
Dase, S.H.,Sp.F,M.Kes dan dr. Wahyu dari RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar, akibat luka tersebut korban belum bisa 
berjalan sempurna dan belum menjalankan pekerjaannya sehari-
hari sebagai pedagang asongan; 
b. Saksi korban Jaya, luka tusuk pada dada dan punggung kiri, 
sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Nur. Alim Malampassi, Sp.B dari rumah sakit Ibnu Sina 
Makassar dan sampai sekarang korban masih merasakan sakit 
pada bagian yang ditusuk oleh terdakwa; 
c. Saksi korban Muh. Fadli alias Aldi luka tusuk pada wajah (pipi 
kanan) dan luka tusuk lengan kiri atas, sebagaimana Visum Et 
Repertum tertanggal 15 September 2011 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Jenny Dase, S.H.,Sp.F,M.Kes dan dr. 
Wahyu dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, akibat 
luka yang cukup dalam pada lengan saksi sehingga harus 
ditambah/ditambal dengan daging lain, dan sampai saat sekarang 
lengan saksi tersebut masih terasa sakit, dan ketika peristiwa 
tersebut terjadi saksi korban Muh. Fadli alias Aldi masih berumur 
13 tahun. 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat 
dakwaan yang disusun sebagai berikut: 
Dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, 
Subs kesatu Pasal 338 KUHP dan kedua Pasal 80 ayat 3 UU No. 23 
tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Lebih Subs. Kesatu Pasal 354 
ayat 2 KUHP dan kedua Pasal 80 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Lebih-lebih Subs. Kesatu Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. 
Pasal 65 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 80 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
DAN 
Dakwaan Kedua Primair Pasal 80 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Subs. Pasal 80 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
DAN 
Dakwaan Ketiga Primair Pasal 354 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 
KUHP, Subs. Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, Lebih 
Subs. Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama barang 
siapa dalam hal ini ialah setiap orang pelaku dari suatu tindak pidana yang 
kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari 
perbuatannya tersebut. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini 
sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ialah terdakwa Petrus 
Lewek alias Gulo dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam 
surat dakwaan JPU, dan oleh karena terdakwa Petrus Lewek alias Gulo 
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tersebut adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 
terhadap perbuatannya dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur 
barang siapa dalam hal ini dianggap telah terbukti. 
Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ke 2, 3 dan 4 yaitu dengan 
sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang 
lain dala hal ini akan dipertimbangkan  sekaligus sebagaimana fakta yang 
terungkap dipersidangan sebagai berikut: 
1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini 
adalah berawal dari rusaknya tali gas sepeda motor terdakwa 
yang diparkir di sekitar MTOS, akibat rusaknya tali gas sepeda 
motor tersebut istri majikan terdakwa Vinsensianus Gonzales alias 
Vincent menjadi marah-marah kepada terdakwa, akibat dimarahi 
tersebut terdakwa menjadi jengkel kepada orang yang merusak 
sepeda motorya tersebut. 
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 sekitar jam 
10.00 Wita, sebelum terdakwa bersama Mery berangkat kerja 
yaitu menagih dan menjalankan uang kepada para pedagang di 
pasar MTOS, terdakwa telah terlebih dahulu minum-minuman 
keras di rumah yaitu Ballo yang dicampur dengan Cap Tikus, 
setelah selesai minum-minum terdakwa bersama Mery lalu 
berangkat ke MTOS dengan menggunakan sepeda motor dengan 
terlebih dahulu mempersiapkan sebilah sangkur yang disimpan di 
bawah jok sepeda motornya; 
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama perempuan 
Mery (teman kerja terdakwa) sampai di tempat kejadian, 
terdakwa lalu memarkir sepeda motornya di samping Kafe 
Bambu Kuning dan mengambil sangkur dari bawah sadel 
sepeda motornya lalu berjalan menuju sdr. Muh. Iqbal dengan 
mengarahkan sangkurnya, Muh. Iqbal lalu menghindar dengan 
cara berlari meninggalkan terdakwa; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari menuju Saldi yang 
kebetulan duduk-duduk dan menusukkan sangkur sebanyak 
satu kali ke perut korban mengakibakan korban Saldi 
tersungkur di jalan, kemudian terdakwa menuju korban Edi 
yang kebetulan tidak jauh dari korban Saldi, lalu menusuk 
korban Edi mengenai punggung kanan dan pinggang bagian 
kiri; 
- Bahwa korban Syamsul Alam, selaku penumpang angkutan 
umum yang duduk di depan disamping sopir yang ketika itu 
berupaya melerai terdakwa dengan sopir yang saling tarik-
menarik sangkur, juga tidak luput dari penusukan yang 
dilakukan oleh terdakwa pada bagian dada korban, setelah itu 
terdakwa lalu melompat dari dalam angkutan umum berlari 
menuju lampu merah dan selanjutnya dikumpulkan/ditangkap 
oleh masyarakat dan anggota polisi yang kebetulan bertugas 
mengatur kemacetan lalu lintas. 
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Menimbang, bahwa melihat luka tusuk yang dialami oleh ke tiga 
korban sebagaimana tersebut di atas yaitu: korban Saldi pada bagian 
dada, korban Edi pada bagian punggung dan pinggang dan korban 
Syamsul Alam pada bagian dada, akibat luka tusuk pada bagian tubuh 
korban tersebut mengakibatkan ke 3 (tiga) korban meninggal dunia 
sebagaimana Visum Et Repertum, tertanggal 15 September 2011 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenny Dase, S.H.,Sp.F,M.Kes dan dr. 
Wahyu dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Menimbang, bahwa melihat tusukan tersebut yang di arahkan 
terdakwa kepada korban yaitu pada bagian dadayang merupakan organ 
tubuh yang melindungi jantung dan paru-paru dan bagian pinggang yang 
melindungi ginjal oleh karena tusukan tersebut diarahkan kepada bagian 
tubuh yang sangat vital, maka dapat disimpulkan adanya niat atau 
kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa ke 3 korban 
tersebut. 
Menimbang, bahwa penusukan terhadap para korban tersebut di 
atas dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 
kurang lebih jam 13.00 Wita, karena terdakwa merasa jengkel sebab 
selalu dimarahi oleh istri majikannya Vinsensianus Gonzales alias Vincent, 
karena sepeda motor yang digunakan sehari-hari tali gasnya dirusak 
orang di tempat kerjanya di MTOS, maka untuk melampiaskan rasa 
jengkelnya terhadap orang yang merusak sepeda motornya tersebut, 
maka sebelum berangkat kerja pada hari Rabu, tanggal 14 September 
2011 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa di rumah majikannya terlebuh 
dahulu minum-minuman keras yaitu ballo yang dicampur dengan cap 
tikus, juga telah mempersiapkan sebilah sangkur yang disimpan di bawah 
sadel sepeda motornya. 
Menimbang, bahwa dalam hal ini terlihat dengan jelas antara 
timbulnya niat dan pelaksanaan tersebut masih ada tenggang waktu yang 
cukup bagi terdakwa untuk memikirkan bagaimana perbuatan tersebut 
dilaksanakan atau untuk mengurungkan niatnya untuk tidak 
melaksanakan perbuatan tersebut yaitu: 
- Sejak terdakwa merasa jengkel karena dimarah-marahi oleh istri 
majikannya atau; 
- Sejak terdakwa minum-minuman keras di rumah majikannya 
\pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 kurang lebih jam 
10.00 Wita atau 
- Sejak terdakwa berangkat kerja dari Antang ke MTOS dengan 
jarak tempuh kurang lebih ½ jam perjalanan.  
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana tersebut di atas, nampak jelas unsur ke 2, 3 dan 4 yaitu 
dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa 
orang lain dalam hal ini dianggap telah terbukti; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah 
terbukti, maka oleh karena itu dakwaan pertama subsidier dan seterusnya 
tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan, 
131 
 
dakwaan kedua primer Pasal 80 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan 
atau penganiayaan; 
3. Terhadap anak; 
4. Yang mengakibatkan luka berat. 
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pertama setiap 
orang tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih 
dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri pertimbangan-
pertimbangan Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur pertama 
dakwaan pertama primair, sehingga oleh karena itu unsur pertama setiap 
orang dalam hal ini dianggap telah terbukti; 
Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ke 2, 3 dan 4 yaitu melakukan, 
kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak 
yang mengakibatkan luka berat akan dipertimbangkan secara sekaligus 
sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: 
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa dengan 
menggunakan sangkur tersebut, mengakibatkan 3 (tiga) orang 
korban meninggal dunia yaitu Saldi, Edi dan Syamsul Alam. 
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut selain mengakibatkan 3 (tiga) 
orang meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas juga 
mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami luka-luka tusuk, yaitu: 
Saksi korban Isa, saksi korban Jaya dan saksi korban Muh. Fadli 
alias Aldi, dari ke 3 (tiga) korban luka tusuk tersebut satu orang 
anak kecil berumur 13 tahun yaitu Muh. Fadli sebagaimana akta 
kelahiran (terlampir dalam berkas perkaranya) dengan luka tusuk 
pada wajah (pipi kanan) dan luka tusuk pada lengan kiri atas, 
sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 15 September 2011 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenny Dase, 
S.H.,Sp.F,M.Kes dan dr. Wahyu dari RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. Akibat luka yang cukup dalam pada 
lengan kiri korban tersebut, sehingga memerlukan 
tambahan/penambalan dagingn lain, dan sampai sekarang lengan 
korban tersebut belum sembuh total (masih terasa sakit), 
sehingga oleh karena itu luka korban tersebut dapat digolongkan 
sebagai luka berat. 
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana tersebut di atas, nampak dengan jelas unsur-unsur ke 2, 3 
dan 4 yaitu untuk melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan atau penganiayaan, terhadap anak yang mengakibatkan luka 
berat dalam hal ini dianggap telah terbukti. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah 
terbukti, maka oleh karena itu  dakwaan kedua Subsidair dan seterusnya 
tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan 
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ketiga primair Pasal 354 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain. 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama barang siapa telah 
terbukti dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan pertama primair 
dan dakwaan kedua primair, maka oleh karena itu unsur tersebut dalam 
hal ini dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua 
yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain, bahwa sebagaimana fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan dimana akibat luka tusuk yang 
dilakukan terdakwa dengan menggunakan sangkur tersebut, selain 
mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia juga mengakibatkan 3 
(tiga) orang mengalami luka-luka yaitu: 
1. Saksi korban Isa, mengalami luka tusuk pada bagian punggung 
kanan atas, luka tusuk pada perut kanan atas dan luka tusuk pada 
perut kiri bawah, sebagaimana Visum Et Repertum, tertanggal 15 
September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenny 
Dase, S.H.,Sp.F,M.Kes dan dr. Wahyu dari RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar, akibat luka tersebut korban belum bisa 
berjalan sempurna dan belum bisa menjalankan pekerjaannya 
sehari-hari sebaai pedagang asongan; 
2. Saksi korban Jaya, mengalami luka tusuk pada bagian dada dan 
punggung kiri, sebagaimana Visum Et Repertum, tertanggal 5 
September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuralim 
Malampassi, SPB,TKV dari rumah sakit Ibnu Sina Makassar, 
akibat luka tusuk yang dialaminya tersebut sampai sekarang 
korban masih merasakan sakit pada bagian yang ditusuk tersebut; 
3. Saksi korban Muh. Fadli alias Aldi (umur 13 tahun) luka tusuk 
yang dialami korban telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua 
primair (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 
sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan. 
Menimbang bahwa melihat luka tusuk yang dialami korban 
sebagaimana tersebut di atas yaitu pada bagian punggung, perut dan 
dada dan penusukan tersebut dilakukan terdakwa berkali-kali, dan akibat 
penusukan tersebut setelah sekian lama setelah kejadian, korban belum 
juga sembuh total (masih terasa sakit), maka menurut Majelis Hakim 
terlihat ada kesengajaan terdakwa untuk melukai korban, dan oleh Majelis 
luak yang dialami korban tersebut termasuk luak berat, sehingga oelh 
karena itu unsur kedua di atas dianggap telah terbukti. 
Menimbang, oleh karena unsur-unsur dari dakwaan ketiga primair 
telah terbukti, maka dakwaan ketiga Subsidair dan seterusnya tidak perlu 
dibuktikan lagi. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
yaitu dakwaan pertama primair dan dakwaan ketiga primair, tersebut di 
atas dijuntokan dengan Pasal 65 ayat 1 KUHP, maka selanjutnya akan 
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dipertimbangkan Pasal 65 ayat 1 KUHP tersebut yang berbunyi sebagai 
berikut: “ Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-
masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang 
sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.” 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap 
dipersidangan dalam perkara ini terdakwa Petrus Lewek  alias Gulo 
terbukti telah melakukan penusukan dengan sangkur terhadap 6 (enam) 
orang korban, 3 (tiga) orang meninggal dunia, yaitu: Saldi, Edi da Syamsul 
Alam dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu saksi korban Isa, saksi 
korban Jaya dan saksi korban Muh. Fadli alias Aldi. 
Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kejahatan yang dilakukan 
terdakwa dalam perkara ini dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri dan terhadap masing-masing kejahatan tersebut diancam dengan 
hyukuman yang sejenis yaitu sama-sama hukuman badan (penjara), maka 
dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam perkara ini akan 
disesuaikan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat 1 KUHP. 
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut 
di atas nampak dengan jelas bahwa perbuatan telah memenuhi segenap 
unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama primair Pasal 340 
KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, dakwaan kedua primair Pasal 80 ayat 2 
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak dan dakwaan ketiga 
primair Pasal 354 ayat 1 KUHP Jo. Pasal ayat 1 KUHP dan terhadap 
perbuatan terdakwa  yang terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut 
haruslah dinyatakan sebagai tindak pidana. 
Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan 
adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar 
yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, 
maka oleh karena itu kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman 
yang setimpal dengan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan perbutannya maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-
hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. 
 
Hal-hal yang memberatkan 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan warga 
Makassar menjadi marah terhadap warga Flores/NTT yang ada di 
kota Makasar. 
 
Hal-hal yang meringankan 
- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan; 
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status hukum 
barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu: 
134 
 
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam-biru No. Pol DD 
6141 FT; 
- 1 (satu) buah sangkur dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi 
kuningan warna kuning dan hitam panjang besi 26 cm dan lebar 2,2 
cm; 
- 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna hitam dan 
pada ujungnya terdapat tali warna hijau. 
Menimbang, bahwa oleh karena sangkur tersebut adalah alat yang 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka oleh karena itu sangkur 
dan sarungnya tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 
sedangkan sepeda motor oleh karena bukan alat yang dipergunakan 
melakukan kejahatan, maka sepeda motor tersebut dinyatakan 
dikembalikan kepada yang berhak. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan 
maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tersebut dinyatakan 
tetap berada dalam tahanan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah, maka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku terdakwa 
tersebut haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara. 
Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dalalm ketentuan  lain yang berhubungan dengan perkara ini 
terutama Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 (1) KUHP, Pasal 80 ayat 2 UU No. 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 354 ayat 1 KUHP 
Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. 
 
2. Amar Putusan 
 
a. Menyatakan terdakwa Petrus Lewek alias Gulo terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan 
berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”; 
b. Menjatuhkan  pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut 
dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun; 
c. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
e. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, yaitu: 
- 1 (satu) unit sepeda motor Hona Revo warna Hitam-Biru No. Pol 
DD 6141 FT, dikembalikan kepada yang berhak; 
- 1 (satu) buah sangkur dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi 
kuningan warna kuning dan hitam panjang besi 26 cm dan lebar 2,2 
cm dan 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna 
hitam dan pada ujungnya terdapat tali warna hijau, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar 
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
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3. Analisis Penulis 
 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. 
Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim 
harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 
 
Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang 
dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-
undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan 
negatif. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, 
yaitu:90 
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 
(1)  KUHAP terdiri dari: 
a. Keterangan saksi 
                                                          
90
 M. Yahya Harahap,  2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297. 
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b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan 
terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang 
diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti 
serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar 
bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, Penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti 
yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat 
dalam hal ini visum et repertum, dan keterangan terdakwa menunjukkan 
kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara 
alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan 
persidangan. Kesaksian Yulius Boickletes dan Vincensianus Gonzales 
Alias Vincent menurut Penulis dapat dinyatakan sebagai saksi 
sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana 
yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 
alami sendiri.” 
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Namun, keterangan Vincent dan Yulius tidak dapat dinyatakan 
sebagai keterangan saksi karena tidak memenuhi unsur sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) 
KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, untuk dapat 
menyatakan keterangan saksi yang diberikan dalam berita acara 
pemeriksaan di kepolisian untuk dibacakan tersebut harus memenuhi 
beberapa unsur yang dinyatakan secara jelas dalam pasal tersebut, yaitu 
saksi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di 
persidangan atau tidak di panggil karena jauh tempat kediaman atau 
tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan 
kepentingan negara. Menurut Penulis, keterangan Vincent dan Yulius 
sebagai saksi yang dapat meringankan terdakwa tidak memenuhi unsur 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 KUHAP karena tidak 
didasari dengan alasan-alasan yang sah. 
Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim terntang hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara 
Penulis dengan salah satu hakim yakni Jamuka Sitorus pada tanggal 16 
Januari 2013 menyatakan bahwa: 
“alasan majelis hakim memutus perkara tersebut selama 18 
tahun adalah karena terdakwa masih muda yaitu berumur 28 
tahun, sehingga dengan pemidanaan selama 18 tahun 
tersebut, dapat menjadikan terdakwa orang yang lebih baik 
di kemudian hari.” 
 
Dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim melihat bahwa 
pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana 
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yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolut, namun mendasarkan 
pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah 
sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk 
memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Atas 
dasar itulah hakim kemudian memutus perkara tersebut selama 18 tahun. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahyuti yang merupakan 
salah satu hakim pengadilan negeri Makassar pada tanggal 17 Januari 
2013, beliau menyatakan bahwa: 
“dalam praktek, apabila terdapat hal-hal yang meringankan 
pidana. Maka hakim tidak akan memutus pidana maksimal 
kepada terdakwa.” 
 
Pernyataan hakim tersebut memang dapat dibenarkan karena hakim 
memiliki kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara. Hal-hal yang 
meringankan pidana tersebut yang terdiri dari: 
- Terdakwa sopan di persidangan; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
Hal-hal yang meringankan tersebut sebenarnya tidak seimbang 
dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu, pertimbangan 
yang dimaksud oleh hakim Jamuka Sitorus tidak dimasukkan sebagai 
alasan peringanan pidana dalam putusan sehingga tidak dapat 
dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan pidana. Terhadap keadaan 
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hal-hal yang meringankan pidana tersebut Penulis akan menguraikannya 
satu persatu. 
- Terdakwa sopan di persidangan. 
Keadaan sopan tersebut menurut Penulis tidak perlu untuk 
dimasukkan sebagai hal yang meringankan pidana. Sopannya terdakwa 
memang merupakan kewajiban bagi terdakwa sebagai orang yang 
bersalah dalam persidangan. Menurut Penulis, keadaan sopan tersebut 
dapat saja dilandasai oleh sikap kepura-puraan dalam rangka untuk 
mendapatkan simpati hakim agar mendapatkan pengurangan hukuman. 
Dengan demikian menurut Penulis, keadaan sopan di persidangan ini 
tidak harus dimasukkan ke dalam hal yang meringankan pidana. 
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya. 
Pengakuan terdakwa menurut Penulis tidak dapat dijadikan sebagai 
alasan peringanan pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHAP 
yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat 
bukti yang sah walaupun berada dalam posisi terbawah dari susunan alat 
bukti. Adanya pengakuan terdakwa sebagai alasan peringanan pidana 
menurut Penulis tidak diperlukan dalam perkara ini. Alasan tersebut 
didasarkan Penulis bahwa pengakuan terdakwa tidak diperlukan sebab 
alat bukti yang lain sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Berbeda halnya 
apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut menyerahkan 
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diri di kepolisian, maka kepadanya dapat diberikan hal-hal peringanan 
pidana. Kemudian untuk dapat dikatakan menyesali perbuatannya, 
menurut Penulis harus didukung oleh bukti tes psikologi yang 
membuktikan bahwa terdakwa benar-benar menyesal dan menimbulkan 
gejolak batin dalam diri terdakwa sehingga dalam penyesalannya tersebut 
tidak hanya dinyatakan secara lisan yang dapat saja berupa kebohongan. 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
Hal tersebut memang patut untuk dimasukkan sebagai alasan 
peringanan pidana karena sistem peradilan di Indonesia lebih condong 
menganut sistem pemidanaan relatif yang bertujuan untuk memperbaiki 
terdakwa. Namun, hal peringan tersebut juga tidak dapt dijadikan sebagai 
alasan peringanan pidana disebabkan terdakwa pernah melakukan tindak 
pidana sebelumnya yakni tindak pidana perjudian. Tindak pidana 
perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-
temannya dan tertangkap tangan pada saat melakukan perjudian 
sehingga dihukum kurungan. Kurungan berdasarkan. Dengan demikian, 
hal yang meringankan tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai alasan 
peringanan pidana.  
Berdasarkan alasan tersebut, menurut Penulis terdakwa sama sekali 
tidak memiliki alasan peringanan pidana sehingga menurut pernyataan 
hakim Jamuka Sitorus sebagaimana yang telah Penulis uraikan 
sebelumnya, maka terdakwa dapat saja dijatuhi hukuman penjara seumur 
hidup atau hukuman mati berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP. Hal 
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tersebut Penulis dasarkan pada perbuatan terdakwa membunuh dan 
menganiaya beberapa orang secara sengaja sehingga mengakibatkan 
meninggalnya 3 orang dan menyebabkan 3 orang lainnya terluka parah 
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi untuk sementara 
waktu. Selain itu, perbuatan terdakwa menyebabkan warga Makassar 
marah, menimbulkan gejolak, dan kebencian terhadap warga Flores/NTT 
khususnya yang berada di Makassar sehingga warga Flores/NTT tersebut 
merasa terancam jiwanya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. 
Kemudian perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang tidak dapat 
dinilai secara materi bagi keluarga korban dan juga keluarga korban 
menderita secara materi segala biaya yang dilkeluarkan untuk perawatan 
korban. Dengan demikian, menurut Penulis sepantasnyalah terdakwa 
dihukum dengan pidana maksimal yang diancamkan dalam Pasal 340 
KUHP yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam 
hal ini Penulis lebih menyetujui apabila terdakwa dihukum 20 tahun 
penjara sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan tinggi.  
Selanjutnya Penulis menganggap bahwa hakim dalam menjatuhkan 
putusan juga tidak memperhatikan mengenai kehendak terdakwa 
sebagaimana yang telah Penulis uraikan. Menurut Penulis, terdakwa tidak 
memiliki niat untuk menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam 
dakwaan kedua primair dan dakwaan ketiga primair melainkan terdakwa 
berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban yakni Isa, 
Jaya, dan Muh. Fadli. Dengan demikian, menurut Penulis unsur 
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sebagaimana yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim pada dasarnya 
tidak terbukti disebabkan unsur kesengajaan terdakwa dalam melakukan 
tindak pidana bukan untuk menganiaya, melainkan untuk melakukan 
pembunuhan. Dengan demikian, lebih tepat apabila hakim memutuskan 
sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya yakni Pasal 340 
KUHP dan kedua Pasal 339 KUHP. 
Kemudian, dalam amar putusan hakim dalam memutus perkara 
tersebut hanya berpatokan pada dakwaan penuntut umum yang Penulis 
pandang sebagai suatu kesalahan dikerenakan penuntut umum hanya 
memandang adanya perbarengan tindak pidana apabila korban yang ada 
dalam suatu perbuatan itu terdiri lebih dari 1 orang sebagaimana yang 
telah Penulis uraikan. Dengan demikian hakim dalam memutus perkara 
tersebut hanya mencantumkan terjadinya perbarengan tindak pidana 
pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga primair. Penulis juga 
tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar 
dalam Putusannya No. 281/PID/2012/PT.Mks yang mencantumkan 
adanya perbarengan tindak pidana pada dakwaan kedua primair sehingga 
dalam amar putusannya antara dakwaan pertama, kedua, dan ketiga 
merupakan suatu perbarengan tindak pidana sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penulis menganggap bahwa 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi keliru dalam memutus perkara 
tersebut. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dakwaan 
ketiga primair tidak terbukti sehingga amar putusannya kurang tepat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. 
329/Pid.B/2012.PN.Mks. adalah kurang tepat. Di dalam dakwaan 
tersebut terdapat banyak kekeliruan dikarenakan tidak 
memperhatikan unsur kesengajaan atau niat pelaku dalam 
melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, hanya dakwaan 
pertama primair yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 KUHP berupa 
pembunuhan berencana terhadap korban Saldi dan Edi yang dapat 
dinyatakan terbukti, sedangkan penikaman terhadap korban 
Syamsul Alam yang juga dikualifikasikan sebagai rangkaian 
pembunuhan berencana sebenarnya kurang tepat yang mana 
penikaman tersebut dilakukan secara tiba-tiba dengan tujuan untuk 
melarikan diri dan terhindar dari pidana, sehingga lebih tepat jika 
didakwakan Pasal 339 KUHP dalam bentuk dakwaan kedua. 
Kemudian dakwaan kedua primair yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak juga kurang tepat sebab 
korban Muh Fadli merupakan sasaran yang telah direncanakan 
oleh terdakwa dan penikaman tersebut diarahkan pada bagian 
leher yang sangat berpotensi mengakibatkan kematian sehingga 
menurut Penulis hal tersebut merupakan percobaan pembunuhan 
berencana. Kemudian dakwaan ketiga primair yaitu Pasal 354 ayat 
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(1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP juga kurang tepat karena penikaman 
terhadap korban Isa dan Jaya dilakukan berkali-kali dan diarahkan 
pada bagian vital yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi 
korban Isa dan Jaya, sehingga dapat dikatakan bahwa 
kesengajaan terdakwa bukan untuk menganiaya akan tetapi untuk 
membunuh korban. Tindak pidana yang dimaksud oleh penuntut 
umum dalam dalam dakwaan kedua primair dan dakwaan ketiga 
primair merupakan tindak pidana yang mendahului tindak pidana 
pembunuhan terhadap korban Syamsul sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 339 KUHP sehingga tindak pidana tersebut 
tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam dakwaan tersendiri melainkan 
diuraikan dalam unsur delik sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 339 KUHP. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan 
No. 329/Pid.B/2012.PN.Mks. menurut hemat Penulis sudah sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga 
alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa 
sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Petrus 
Lewek alias Gulo sebagai pelaku penikaman tersebut. Akan tetapi 
dalam mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut 
umum, hakim tidak memperhatikan unsur kesengajaan atau niat 
terdakwa sehingga terdapat kesalahan dalam menjatuhkan 
putusan. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan yang menurut 
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penulis tidak seharusnya dijadikan sebagai hal yang meringankan 
terdakwa antara lain sopan di persidangan, mengakui dan 
menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum 
Kemudian, masih terdapat hal-hal yang memberatkan yakni 
menimbulkan kerugian yang tidak dapat dinilai secara materi bagi 
keluarga korban dan juga kerugian secara materi segala biaya yang 
dikeluarkan untuk perawatan korban. Sehingga telah tepat hakim 
Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. 
B. Saran  
1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam 
sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni 
kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 
Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan 
terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa 
melakukan tindak pidana. 
2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan di 
persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal 
tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan 
simpati dari hakim. 
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